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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman

Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Rl No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin

sebagai berikut:

I:a sid
<. b 37
@it yir
0§ iz
i S
Zh 8y
c: Kh B

B. Konsonan Rangkap

! Ak
b t Jil
bz fm
< arn
¢ 9 W
2 F A h
. q <y

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

v

Contoh: T

s
C. Vokal
1. Vokal Tunggal
fathah __ ditulisa

Kasrah ~ _  ditulisi

= mugaddimah

= al-madinah al-munawwarah

contoh ;3

contoh 4>



dammah " ditulis u contoh &35
2. Vokal Rangkap
Vocal Rangkap .~ (fathah dan ya) ditulis “ai”
Contoh: 55 =Zainab S = kaifa
Vocal Rangkap s+~  (fathah dan waw) ditulis “au”
Contoh: J= = jhaula J¥ =qaula
3. Vokal Panjang (maddah)

Ldan = (fathah) ditulisd contoh:-LG = gama

— (kasrah) ditulisT contoh: =) = rahm
e (dammah) ditulis G contoh: QL? =“uliim

D. Ta Marbutah

1. Ta’marbutah yang matiataumendapatharakatsukunditulis /h/

Contoh: 4sa)t 45 = Makkah al-Mukarramah
RO A = al-Syar iah al-1slamiyah
2. Ta marbutah yang hidup, transliterasinya /t/
i\idw?/\ iﬁjiﬂ-/\ = al-hukiamatul- islamiyyah
ij E| = al-sunnatul-mutawatirah
E. Hamzah

Huruf Hamzah(s) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh
tanda apostrof ()
Contoh: 0] = iman, bukan ‘iman
2}3%)1/\ ;L’ﬁ/j = ittikad al-ummah, bukan ‘ittihad al- ‘ummah
F. Lafzu’ Jalalah

Lafzu’ Jalalah (kata &) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa

hamzabh.
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Contoh: &35 ditulis: ‘Abdullah, bukan Abdu Allah
RIS ditulis: Jarullah.

G. Kata Sandang “al-“

1. Kata sandang ‘““al-*“ tetap ditulis ““al-“*, baik pada kata yang dimulai dengan
huruf gamariah maupun syamsiah.
contoh: 38 syl = al-amakin al-mugaddasah
iu;.fd\ LLLJ\ = al-siyasah al-syar’iyyah
2. Huruf “a” pada kata.sandang ‘al-“"‘tetap-.ditulis dengan huruf kecil,
Meskipunmerupakannamadiri.
Contoh: Q;;jjufﬂ = al-Mawardi
AN = al-Azhar
53 = al-Mansiirah
3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Ald-Qur’an ditulis
dengan huruf kapital.
Contoh: Al-Afgani adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’an al-Karim
Singkatan :
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam
Swi.. = subhanahu wata’ala
ra. = radiyallahu ‘anhu
Q.S. = al-Qur’an Surat
uu = Undang-Undang
M. = Masehi/Miladiyyah
H. = Hijriyah
t.p. = tanpa penerbit
t.tp. = tanpa tempat penerbit

xii



Cet. = cetakan
t.th. = tanpa tahun
h. = halaman

Beberapa singkatan yang dib an adalah:

H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi

< - Y
l. = Lahir/tan or méih.hldup saj
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ABSTRAK

Nama : Ihsan Muhammad
NIM/NIMKO  :171011053/85810417053
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekaman Suara Sebagai Alat

Bukti Tindak Pidana Di Peradilan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rekaman suara bisa
menjadi bukti tindak pidana di peradilan dan menurut hukum Islam serta
mengetahui bagaimana kedudukan dan keabsahan rekaman suara sebagai alat
bukti yang sah di peradilan menurut hukum Islam. Permasalah yang peneliti
angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, apa saja yang bisa menjadi alat bukti
tindak pidana di peradilan menurut hukum JIslam. Kedua, bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap alat bukti rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana di
peradilan.

Penelitian ini menggunakan jenis -penelitian Library Research yaitu
pengumpulan datanya dilakukan dengan metode-pengumpulan data dokumentasi
yang mengandalkan atau -memakai sumber karya tulis kepustakaan, dengan
menggunakan metode - pendekatan yuridis normatif danyuridis empiris dan
metode analisis data yang digunakan adalah teknik deduktif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Konsep
pembuktian_dalam Islam diketahui dari definisi dan macam-macam alat bukti.
Alat bukti_tersebut adalah syahadah (persaksian), yamin (sumpah), iqgrar
(pengakuan) dan garinah (tanda atau petunjuk). Maka dalam membuktikan
sebuah ' kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat harus dibuktikan
dengan salah satu dari alat-alat buktr yang disebutkan menurut urutan paling kuat
untuk membuktikan kasus yang terjadi. Kedua, Tinjauan hukum islam terhadap
rekaman suara-sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana bisa-diterima. Akan
tetapi guna menghindari terjadinya kesalahan dalam menghukum serta
menghindari hal yang syubiat (keragu-raguan), maka rekaman suara harus
memenuhi syarat-syarat yaitu dapat diakses, didengar, dipertanggung jawabkan,
dijamin keutuhannya dan dapat menerangkan sebuah keadaan. Maka apabila salah
satu dari lima syarat tidak terprnuhi, maka rekaman suara tidak dapat dijadikan
sebagai alat bukti dalam peradilan. Pembuktian dengan rekaman suara memang
tidak tercantum secara langsung dalam alat bukti dalam hukum Islam yang terdiri
dari syahadah (persaksian), yamm (sumpah), iqrar (pengakuan) dan garinah
(tanda atau petunjuk), akan tetapi hukum islam bersifat dinamis sesuai dengan
tempat dan waktu sehingga alat bukti rekaman suara bisa digiyaskan dengan alat
Bukti petunjuk (qarinah).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi di masa ini yang semakin pesat,
khususnya teknologi dibidang komunikasi dan informasi. IMaka semakin banyak
masyarakat yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut berdampak pada
pengaruh perkembangan teknologi dibidang-hukum yang berhubungan langsung
dengan pemanfaatan teknologi. Salah satunya dalam hal pembuktian di
pengadilan.?

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan, demikian yang
sering dikatakan orang karena di pengadilan ini sering terjadi perang alat bukti
untuk memperkuat argumen para pihak yang terlibat di dalamnya. Qleh karna itu,
peran pembuktian sangat penting. Banyak-kasus di pengadilan yang menunjukkan
bahwa salah dalam memeriksa alat bukti menyebabkan orang-orang yang tidak
bersalah diputus bersalah dan masuk penjara, sedangkan banyak orang yang
seharusnya bersalah karena kurangnya alat bukti di pengadilan justru diputus
bebas dari hukuman. Dengan demikian, untuk menghindari masalah hukum
seperti- di atas, maka dibutuhkan kecermatan dalam memeriksa alat bukti di
pengadilan, baik dalam hukum pidana atau hukum acara-acara lainnya.?

Seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia
semakin banyak memanfaatkan alat teknologi digital termasuk dalam berinterksi

antar sesama manusia. Oleh karnanya, banyak desakan agar hukum, khususnya

! Lulu Azmi Sharfina, “Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan
Secara Teleconference di Persidangan” Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam
Indonesia, 2018), h. 1.

2 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Asdi Mahatsya, 2007), h. 234.



yang berkaitan dengan hukum pembuktian, harus disesuaikan dengan
perkembangan zaman yang semakin canggih.3

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat selain memiliki
efek positif juga memiliki efek negatif. Hal yang sangat menghawatirkan adalah
jika perkembangan teknologi dan informasi dimanfaatkan oleh pihak tertentu
untuk melakukan sebuah kejahatan, diantaranya adalah tindak pidana korupsi.
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sudah dipersiapkan secara
rapi dan terstruktur. Apalagi,-para pelaku tindak pidana korupsi biasanya adalah
orang-orang Yyang. terdidik. Mereka ahli dalam “menghindari kejaran pihak
berwajib. Kebanyakan pelakunya adalah orang-orang yang memiliki pengaruh
besar di dalam negri. Sehingga, para penegak hukum mengalami kesulitan untuk
membongkar kasus tersebut. Ini menjadikan korupsi sebagai tindak pidana yang
sulit diungkap dan disidangkan di pengadilan.*

Kejahatan paling umum terjadi-adalah kejahatan yang. bersinggungan
dengan pidana, dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana dan hukum acara
pidana (hukum pidana formal). Kalau hukum dibagi atas hukum publik dan
hukum privat, maka hukum acara pidana (modern) termasuk hukum publik.
Dalam proses peradilan pidana diatur ketentuan mengenai tata caranya yang
tertulis dalam KUHAP.®> Urutan mengenai penanganan tindak perkara pidana ini,
yaitu terdiri dari proses  penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian
penuntutan dan sampai pada akhirnya yaitu proses pemeriksaan di sidang

pengadilan.

3Munir Faudi, Teori-Teori Pembuktian Pidana Dan Perdata, (Bandung: PT Citra Bakti,
2006), h. 135.

“Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Di Indonesia Kajian Mengenai Motif Dan Proses
Terjadinya Korupsi, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisomgo, 2010), h. 22.

SAndi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9.



Apabila sudah terjadi penuntutan dalam suatu perkara pidana, perkara
tersebut selanjutnya diajukan ke pengadilan. Selanjutnya diperiksa, diadili dan
diputus oleh majelis hakim pengadilan negri yang berjumlah tiga orang. Jika
sudah sampai pada pemeriksaan maka dilanjutkan dengan pembuktian. Inilah
salah satu proses paling penting dalam tahapan proses perkara, karena hasil
pemeriksaan ini akan memberi pengaruh pada putusan hakim nantinya.

Menurut Ahli hukum Martiman Prodjohamidjojo pembuktian mengandung
maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga
dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.® Menurut M. Yahya
Harap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang. berisi. penggarisan dan
pedoman. tentang cara-cara Yyang dibenarkan undang-undang membuktikan
kesalahan. yang didakwakan kepada terdakwa.” Pembuktian juga merupakan
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan
boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Dalam setiap kejahatan pasti ada sanksi atau hukuman kepada pelaku yang
melanggar tanpa terkecuali. Dalam memutuskan suatu hukuman tindak pidana
baik dalam hukum pidana Islam atau hukum pidana positif di Indonesia
dibutuhkan sebuah alat bukti yang menunjukkan pelaku kejahatan tersebut. Untuk
menemukan alat bukti harus melalui proses penyidikan yakni proses untuk
mencari dan mengumpulkan alat bukti, mengidentifikasi tindak pidana dan

menemukan tersangka.

®Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 11.

M. Yahya Harap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Bidang Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.
273.



Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat dengan perkembangan
teknologi komunikasi yang sangat pesat, masalah hukum pembuktian mengalami
perkembangan. Hal ini bertujuan agar hukum senantiasa menyesuaikan masanya.

Infomasi Elektronik adalah-satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange(EDI), surat elektronik, (electronic mail), huruf, tanda,
angka, kode akses, symbol, atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh ‘orang yang mampu memahaminya.® Yang dimaksud
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,
diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optika, atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer
atau sistem elektronik, termasuk tidak tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,
atau informasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu  memahaminya.® Dalam hal bukti elektronik, tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi

Elektronik. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetakannya merupakan alat bukti yang sah.

2. Elektronik dan/atau Dokumen. Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaiman yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat
bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.!!

8Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektornik, h. 1.

®Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektornik, h. 1

©Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 1.

1Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektornik, h. 5.



Bantuan teknologi dapat dimasukkan kedalam alat bukti yaitu termasuk
kedalam alat bukti petunjuk, sesuai pasal 184 KUHAP alat bukti petunjuk adalah
alat bukti sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Bentuk kemajuan teknologi
yang sering dipergunakan dalam proses pembuktian di pengadilan adalah rekaman
suara, rekaman suara sering dipergunakan untuk mengungkap mengungkap
kejahatan karena cara penggunaannya yang tidak terlalu sulit.

Sejarah awal rekaman suara yaitu phonoautograph yang ditemukan oleh
Leon Scott yang telah ada sebelum phonograph penemuan Thomas Alpha Edison
yang penggunanya untuk mempelajari gelombang suara pada tahun 1857. Tetapi
alat tersebut bukan digunakan untuk memproduksi hasil rekaman suara tersebut,
melainkan phonograph diciptakan seiring dengan perkembangan perangkat
telepon pada tahun 1870-an, itulah awal Edison mencetak  pesan telepon
menggunakan elektromagnetik. Setelah itu banyak perusahaan yang
memproduksinya, banyak ahli myakini pada tanggal 9 april 1860, rekaman suara
ditemukan oleh ilmuan prancis, Edouard-Leon Scott De Martinville.*?

Di Indonesia kasus yang menyita perhatian publik terakhir yang mana
mengangkat rekaman suara sebagai alat buktinya ialah kasus Ketua DPR yang
bernama Setya Novanto yang terkenal dengan rekaman “Papa Minta Saham”.
Tentang rencana divestasi PT. FREEPORT yang juga mencatut nama Presiden
Joko Widodo dan mantan wakil Presiden Jusuf Kalla.** Alat bukti rekaman suara
yang didapat dan diperdengarkan membuka apa yang direncanakan tentang

pembagian saham di PT. FREEPORT. Terhadap rekaman suara yang diajukan

12yaseya Wisnu Wardana, “Ini Dia Sejarah Singkat Rekaman Di Dunia”, Compusician
News.com, https://compusiciannews.com/2014/05/25/Ini-Dia-Sejarah-Singkat-Rekaman-di-Dunia-
1088/ (17 Oktober 2020 )

BKristianto Purnomo, “Ini Trasnkip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto”,
Kompas.Com,https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini. Transkrip.Lengkap.Rek
aman.Kasus.Setya.Novanto?page=all#page2 (17 Oktober 2020 )


https://compusiciannews.com/2014/05/25/Ini-Dia-Sejarah-Singkat-Rekaman-di-Dunia-1088/
https://compusiciannews.com/2014/05/25/Ini-Dia-Sejarah-Singkat-Rekaman-di-Dunia-1088/
https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transkrip.Lengkap.Rekaman.Kasus.Setya.Novanto?page=all#page2
https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transkrip.Lengkap.Rekaman.Kasus.Setya.Novanto?page=all#page2

sebagai alat bukti, Setya Novanto melalui kuasa hukumnya menggugat UU yang
mengatur tentang posisi bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, Setelah
proses yang bergulir, maka keluarlah Putusan MK NOMOR 20/PUU-XI1V/2016.
Mengenai hasil rekaman suara sebagai alat bukti dapat dilihat dari
ketentuan pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi:
Pasal 26 A

Alat bukti yang .sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam
pasal 188 ayat2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun. 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh
dari:

a. -Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim,
diterima atau disimpan secara elektronik dengan-alat.optik atau yang
serupa dengan itu, dan

b. = Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat,
dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang
terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, huruf,-tanda; angka atau informasi yang memiliki
makna.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam hal ini alat bukti rekaman suara,
karena perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang sangat sulit diungkap,
apalagi dengan kemajuan teknologi yang canggih banyak para pelaku korupsi
menggunakan kemajuan teknologi-informasi untuk melancarkan aksinya. Di
dalam perkembangan penegakan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana
korupsi, penggunaan hasil penyadapan yang ada di Indonesia sangat berperan
penting dalam membongkar kasus korupsi.

Dalam hukum pidana Islam penyadapan untuk membongkar suatu tindak
pidana belum pernah digunakan, bahkan tindakan penyadapan di dalam hukum

pidana Islam masuk dalam kategori kegiatan mata-mata atau yang sering dikenal

14Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupisi,
(Yogyakarta: Galapes, 2009), h. 96-97.



dengan tajassus. Kegiatan tajassus sendiri tidak diperbolehkan karena kegiatan ini
sudah melanggar hak prifasi seseorang yang dilindungi. Sebagaimana Allah swt..

Berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 12.
Unig oSaif L Vg 222 Ny &) olall cais &) sl a1 87102 T e 2,00 @28
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan - purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah
mencari-cari keburukan-orang dan janganlah-menggunjingkan satu sama
lain. Adakah seorang diantara kamu ' yang <suka memakan daging
saudaranyayang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.
Dan Dbertakwalah kepada ‘Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima
Taubat lagi Maha Penyayang.®

Sedangkan penggunaan hasil penyadapan atau rekaman suara sebagai alat
bukti di dalam hukum pidana Islam belum pernah ada hal ini dikarenakan
perkembangan teknologi yang terpaut jauh dan juga perkembangan modus
kejahatan yang sangat berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas , peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekaman Suara
Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Di Peradilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ~uraian latar belakang di atas , maka peneliti akan
merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, adapun
rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang bisa menjadi alat bukti tindak pidana di peradilan menurut

hukum Islam?

B Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba,
2020), h. 517.



2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alat bukti rekaman suara
sebagai alat bukti tindak pidana di peradilan?
C. Pengertian Judul
Pengertian judul merupakan penjelasan dari judul penelitian secara umum
dan penjelasan terhadap batasan makna dari kata atau himpunan kata sehingga
tidak terjadi kesalah pahaman dan menghindari perbedaan penafsiran mengenai
judul di atas , maka terlebih dahulu mengemukakan makna dan batasan beberapa
kalimat yang ada di dalam nya.yaitu:
1. Tinjauan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-tinjauan berasal dari kata
tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti-untuk kemudian
menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari_kegiatan meninjau,
pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) ‘Ada berbagai
macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat
pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan
yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu.6
2. Hukum Islam
Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari
Al-Fikih Al-Islamr atau dalam Kkonteks tertentu dari Al-Siyasah Al-Syari’ah Al-
Islamiyyah.t” Hasbi al-Shiddiq mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya
dan upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan

masyarakat.'®

®Departeman Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1529.

Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pembuktian Dalam Hukum Islam, (Cet. 1I; Padang:
Angkasa Raya, 1993), h. 16.

18BAhmad Rafig, Hukum Islam Di Indonesia, (Cet. 11l; Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1998), h. 8.



3. Rekaman Suara
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) kamus besar bahasa
indonesia rekaman berasal dari kata rekam yang memiliki arti alur-alur (magnetik)
pada piringan (atau pita kaset) yang dapat menghasilkan bunyi atau gambar.
Sedangkan rekaman memiliki arti pengulangan kembali secara langsung suatu
rekaman suara secara bersamaan.’® Sedangkan suara menurut (KBBI) kamus
besar bahasa indonesia suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia
(seperti pada waktu bercakap-cakap,tertawa dan menangis).?
4. Alat Bukii
Alat bukti adalah alat atau upaya yang di ajukan. pihak beperkara yang
digunakan hakim sebagal dasar dalam memutuskan perkara. Alat bukti yang sah
menurut Undang-Undang Hukum Acara (KUHP) pasal 184 ayat (1) adalah:
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Dalam ‘sistem pembuktian hukum-acara pidana yang menganut.stelsel negatief
wettelijk,hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat
dipergunakan untuk pembuktian.?
6. Tindak Pidana
Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
belanda yaitu Strafbaar Feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar
dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat
atau boleh, sedangkan feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelenggaran dan

perbuatan.?? Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

¥Departeman Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1187.
Departeman Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1378.

ZMartiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti , (Cet I; Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2010), h.9

22Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69
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oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman (sangsi) berupa
pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.?3
7. Peradilan
Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam
memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto
dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan
menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.?* Muhammad Al-
Zuhailt mendefinisikan peradilan sebagai berikut:
Goe P Gl b5 5 el o Ji K e ) A el §)
g el B SELR s B sty gty S E U6 (atadl
2 5kt gL G5

°

)

Terjemahnya:

Peradilan itu adalah penyampaian pesan keputusan hukuman Allah dalam
sebuah perkara atau tuntutan, dan sebagai pihak yang-menampakkan
kebenaran yang disengketakan antara dua pihak, maka seorang hakim
berfungsi untuk menyampaikan hukum syariat dan menerangkannya,
bukan - sebagai pembuat kebijakan hukum dari- dirinya sendiri.
Perumpamaannya dalam hal ini adalah seperti seorang pemberi fatwa.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik
yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari
penelusuran yang telah dilakukan belum  ada tulisan ilmiah yang membahas
tentang permasalahan seperti dalam tulisan ini. Namun demikian, dalam beberapa

kitab arab dan tulisan ilmiah, ada beberapa yang berkaitan dengan judul skripsi

B1snu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

24Gyachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1995), h. 9.

SMuhammad al-Zuhaili, Tarikh al-Qada’ Fi Al-Islam, (Cet. 1, Damaskus: Dar Al-Fikr,
1995 M/1415 H), h. 2.
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ini, akan tetapi tidak secara spesifik menjelaskan kedudukan rekaman suara
sebagai alat bukti tindak pidana di peradilan yang ditinjau menurut hukum Islam.

Beberapa literatur dan karya tulis, baik itu berupa buku atau artikel
diantaranya adalah:

1. Refrensi Penelitian

a. Al-Turuq al-Hukmiyyah F7 al-Siyasah al-Syariyyah

Kitab al-7urug al-Hukmiyyah F7 al-Siyasah al-Syar iyyah, ditulis oleh al-
Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakr Bin. Ayyiab lbnu al-Qayyim al-
Jauziyyah, pembahasan dalam kitab ini adalah pemaparan beragam metode
memutuskan sebuah perkara atau kebijakan yang terjadi pada masa Rasulullah
saw. para sahabat beliau, tabi’in dan juga para khalifa Islam. Baik perkara tersebut
adalah perkara yang terkait dengan pribadi, keluarga, peradilan; sampai negara.
Dalam Kitabnya, imam Ibnu al-Qayyim menjelaskan secara terperinci mengenai
alat-alat bukti.?
b. Fikihu al-Islam Wa Adillatuhu

Kitab fikihu al-Islam Wa Adillatuhu, ditulis oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili,
kandungan buku ini menyentuh keseluruhan aspek tentang fikih, diantara fikih
tentang aspek undang-undang jinayah. Pembahasan buku ini menekankan metode
fikih perbandingan mazhab, khususnya empat mazhab Ahlu al-Sunnah Wa al-
Jama’ah,yaitu mazhab Hanaf1, Maliki, Syafi’i, Dan Hanbali. Buku ini terdidri dari
sepuluh jilid dan diantara keistimewaan buku ini adalah ia juga disertai dengan
pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Wahba Al-Zuhaili terhadap suatu masalah

yang dibincangkan berdasarkan sumber hukum Islam.?’

ZAl-Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakr Bin Ayyiib Ibnul al-Qayyim al-
Jauziyyah, al-Turuq al-Hukmiyyah FT al-Siyasah al-Syar’iyyah, Juz 1 (Cet. |; Bairat: Dar Ibn
Hazm, 2019 M/1440 H), h. 10.

2"\Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fighu al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 1 (Cet. 1V,
Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 15.
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c. Al-Syarhu al-Mumti’ ‘Ala Zadi al-Mustagni’

Kitab al-Syarhu al-Mumti’ ‘Ala Zadi al-Mustagni’, ditulis oleh
Muhammad Bin Salih Bin Muhammad al-‘Usaimin, pembahasan dalam kitab ini
adalah pemaparan dalil dan perbedaan pendapat para ulama’ dan terdapat banyak
nasehat dan faidah-faidah yang bersifat pendidikan, kitab ini terdiri dari 15 jilid
dan pada jilid keempat belas membahas masalah Fikih al-Jinayah (kriminal),
kitab ini merupakan salah satu rujukan fikih Hambali yang sangat masyhur dan
populer dikalangan ummat Islam khususnya para penuntut ilmu.2®
d. Al-Azkam al-Sulzaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyat

Kitab al-Aikam al-Sulzaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyat, ditulis oleh Aba
al-Hasan. “Al1 bin Muhammad bin Muhammad bin Hubaib al-Basri al-Bagdadi al-
Syahir Bilmawardi, pembahsan kitab ini adalah hukum-hukum' yang sangat
dibutuhkan oleh para penguasa, khususnya khalifa dan jajarannya, kitab ini juga
menjadi pegangan masyarakat untuk -mengetahui hak dan kewajiban para
penguasa atas diri mereka. Dalam penelitiannya, beliau berpijak pada Al-Qur’an,
al-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas sebagaimana dalil yang lazim digunakan di kalangan
mazhab Syafi’iyyah. Selain itu, beliau juga menjelaskan berbagai pandangan
tentang mazhab yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam.?®
e. Al-Jarimah wa al- ‘Ugiibah Fi al-Fikihi al-Islami

Kitab al-Jarimah wa al- ‘Ugibah Fi al-Fikihi al-Islami, ditulis oleh
Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad al-Ma’raf Biabi Zahrah,

pembahsan kitab ini adalah pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan Fikih al-

2Muhammad Bin Salih Bin Muhammad al-‘Usaimin, al-Syarhu al-Mumti’ ‘Ala Zadi al-
Mustagni’, (Cet. I; Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi, 1428 H/2007 M), h. 15.

2Abii al-Hasan ‘Ali Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Hubaib al-Basri al-Bagdadi,
al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Walayat al-Diniyyat, (Cet. I; al-Quwait: Dar al-Hadis, 1409
H/1988 M), h. 13.
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Jinayah yang membahas masalah seputar Hudiid dan Jarimah dan masalah-
masalah yang berkaitan dengan Jinayah, dalam kitabnya juga membahas masalah
‘Ugibah atau yang lebih dikenal dengan balasan bagi yang melakukan tindak
pidana dan subernya mengacuh pada Al-Qur’an dan al-Hadis.*°

f. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Buku asas-Asas Hukum Pidana Islam, ditulis oleh Ahmad Hanafi, buku ini
berisi tentang hukum pidana yang meliputi sejarah lahirnya Kitab Undang-
Undang hukum Pidana Islam(KUHP), penggolongan.tindak pidana, define, ruang
lingkup, asas dan.tujuan-hukum pidana Islam, serta teori penghukuman atau
pemidanaan, dan beliau menjelaskan secara terperinci hukum pidana Islam.
Namun pada buku ini belum dijelaskan secara rinci mengenai pembuktian dengan
rekaman suara dalam kasus pidana Islam.3!

0. HukumAcara Peradilan Islam,

Buku hukum Acara Peradilan- Islam, yang ditulis oleh Asadulloh al-Farug,
buku ini-membahas tentang sudut pandang lain yang menguraikan problematika
dalam pembuktian dengan mendasar pada hakikat keadilan. pembuktian
diposisikan sebagai suatu proses yang hendak mencapai keadilan. Buku ini tidak
menjelaskan secara terperinci tentang rekaman suara sebagai alat bukti dalam
persidangan, namun dalam buku ini dijelaskan tentang proses pembuktian dengan
alat bukti.®

2. Penelitian Terdahulu

a. Skripsi karya Imbos Mamful TB

3Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad al-Ma’riif Biabi Zahrah, al-Jarimah wa
al- ‘Uquabah Frt al-Fighi al-Islami, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1394 H/1974 M), h. 1.

31 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Cet. 1V; Jakarta: Bulan Bintang,
2005), h. 1.

%2Asadullah al-Farug, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: Pestaka Yudistira, 2009),
h. 1.
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Analisis Keabsahan Alat Bukti Rekaman Suara (Studi Putusan MK
NOMOR 20/PUU-XI1V/2016), oleh Imbos Mamful TB Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai alat bukti elektronik
masuk kedalam alat bukti petunjuk sesuai yang diatur oleh Undang-Undang,
namun di tahun 2016 pengaturan tentang dapatnya alat bukti tersebut dibawa ke
persidangan telah di uji materiil oleh Mahkamah konstitusi. Di dalam skripsi ini
menjelaskan permasalahan diantara lain : (1) Bagaimana legalitas alat bukti
rekaman suara, menurut -putusan MK:' NOMOR 20/PUU-XI1V/2016. (2)
Bagaimana kekuatan alat bukti rekaman suara ‘pasca Putusan MK Nomor
20/PUU-XIV/2016 dalam proses pembuktian di persidangan pidana. Dalam
skripsi ini tidak-membahas secara terperinci tentang rekaman suara sebagai alat
bukti di peradilan yang ditinjau dalam hukum Islam.*

b. Tesis karya Rezki Dermawan Putra

Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak
Pidana Korupsi Di Indonesia, Oleh Rezki Dermawan Putra Fakultas Hukum
Universitas Riau, dalam tesis ini membahas pertama, untuk mengetahui kekuatan
penyadap suara dalam proses pembuktian korupsi di Indonesia. Kedua, untuk
mengetahui konsekuensi hukum dari rekaman suara yang diperoleh dengan cara
tidak sah di proses pembuktian korupsi-di Indonesia. Namun tesis ini hanya
membahas dalam hukum positf dan tidak membahas bagaimana proses
pembuktian dalam hukum Islam.34

c. Tesis karya Ida Bagus Putra Swarjana Anak Agung Gde Oka Perwarta

3Imbos Mamful TB, “Analisis Keabsahan Alat Bukti Rekaman Suara (Studi Putusan MK
NOMOR 20/PUU-X1V/2016)”, Skripsi (Palembang: Fak. Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya,
2018), h. 12.

3Rezki Dermawan Putra, “Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Tesis (Riau: Fak. Hukum Universitas Riau,
2018), h.14.
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Legalitas Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Dalam
Penyelesaian Perkara Pidana, oleh Ida Bagus Parta Swarjana Anak Agung Gde
Oka Parwarta Fakultas Hukum Universiata Udayana, dalam jurnal ini membahas
bagaimana legalitas rekaman pembicaraan telepon sebagai bukti persidangan
perkara pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya
disebut UU ITE, rekaman pembicaraan telepon merupakan alat bukti hukum yang
sah, namun hanya sebagai alat bukti petunjuk dimana rekaman telepon sebagai
alat bukti tidak dapat berdiri sendiri. Syarat agar rekaman. telepon menjadi alat
bukti dalam persidangan adalah terpenuhinya syarat -formal dan materiil yang
diatur dalam WU ITE dan juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain.
Namun dalam juranl ini tidak membahas secara terperinci bagaima rekaman bisa
menjadi-bukti dalam hukum Islam.®

Dari ketiga tulisan ilmiah yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat
perbedaan mendasar baik mengenai tujuan dari penilitian yang dilakukan, juga
pada objek kajian yang dibahas. Untuk itu, terkait dengan judul rekaman suara
sebagai alat bukti tindak pidana ditinjau menurut hukum Islam yang peneliti kaji
sejauh ini belum ada yang membahasnya secara intens.

E. Metodologi Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan

yang ditempuh untuk mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam

suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.3®

%]da Bagus Parta Swarjana Anak Agung Gde Oka Parwarta, “Legalitas Rekaman
Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, Tesis (Bandung:
Fak. Hukum Universitas Undayana, 2018), h. 5.

3%Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1994) h. 2.



16

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode Library Research vyaitu
pengumpulan datanya dilakukan dengan metode pengumpulan data dokumentasi
yang mengandalkan atau memakai-sumber karya tulis kepustakaan. Adapun
sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan
sumber data sekunder.®’
2. ‘Sumber data
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data penelitian langsung dari subjek sebagai sumber
informasi yang diteliti.®
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an dan Al-Hadist
yang berkaitan dengan pembuktian menggunakan rekaman_suara dalam kasus
tindak pidana:
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data senkunder diperoleh dengan cara membaca dan menelaah.
Data sekunder -merupakan data pendukung atau data tambahan bagi data utama
(primer).®® Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa
literatur seperti:
1) Al-Turug Al-Hukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar’iyyah oleh oleh al-Imam Aba
Abdillah Muhammad Bin Abi Bakr Bin Ayyiib Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah
2) Tarikh al-Qadi fi al-islam oleh Muhammad Zuhali
3) Hukum Acara Peradilan Islam oleh Asadulloh Alfaruq

3. Metode Pengumpulan Data

37Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hal .9.

3Amiruddin dan Zainal Asiki, Pengantar Metodologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo,
2003), h. 30.

39 Amiruddin dan Zainal Asiki, Pengantar Metodologi Hukum, h. 30.
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Menurut seorjono seokanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis
alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau
observasi, dan wawancara atau interview.* Peneletian ini termasuk penelitian
kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data
adalah pengumpulan data literatur, yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren
dengan objek pembahasan yang dimaksud.** Pengumpulan data yang digunakan
dengan cara penelusuran peraturan-perautan, buku-buku, atau tulisan-tulisan
lainnya baik artikel ilmiah, jurnal, ensiklopedia, dan-lainnya yang bersumber dari
sumber hukum primer maupun hukum sekunderserta literatur lainnya yang
berkaitan dengan.masalah yang akan diteliti, dan jenis data yang digunakan adalah
jenis data kualitatif.

4. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Menurut soerjono soekanto pendekatan yurudis normatif yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap
peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahn yang
akan diteliti.*?

b. Pendekatan Yuridis Empiris

40 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul. Press, 1998), h.201.

“Suharsimi Arikunto, Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1990), h. 24.

42S0erjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2001), h. 13-14.
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Menurut ronny hamitijo soemitro pendekatan yuridis empiris adalah

pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku,

atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan

permasalahan dan pembahasan dalam penelitian skripsi dan pengambilan data

lansung pada objek penelitian.** Adapun bahan-bahan selain peraturan-peraturan,

buku-buku maka peneliti menelusuri bahan-bahan yang mempunyai hubungan

permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini berupa hasil penilitian

sebelumnya seperti skripsi, jurnal, artikel ilmiah.

5.

Metode pengolahan dan analisis data

a. Metode pengalahan data

1)

2)

Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:
Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi_terhadap data yang
relavan dan mendukung penelitian proposal ini. Data tersebut diperoleh
dari bahan kepustakaan. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih
berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan
dengan metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta
menempatkan data tersebut kedalam kerangka pembahasan yang telah
dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggung
jawabkan.

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari
pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada

indentifikasi data dan editing data.

b. Metode analisis data

“Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 2001), h. 10.
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Metode analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis
data penelitian.** Adapun data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis. Untuk
itu, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,
yaitu analisis data dengan menguraikannya dalam bentuk yang teratur, logis, dan
efektif, sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis.

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu
metode  analisis yang bertolak 'dari persoalan-persoalan yang umum dan
menyimpulkan secara khusus.

6. Metode pengujian keabsahan data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada  dasarnya, selain untuk
menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan
tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh
pengatahuan penelitian kualitatif.*°

Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk
membuktikan ~ bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya melalui verifikasi data. Adapun teknik dalam pengabsahan data
dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Validitas yang terdiri dari dua, yaitu:
1) Validitas internal (kredibilitas) berkenaan dengan derajat akurasi desain
penelitian dengan hasil yang dicapai.
2) Validitas eksternal (trasnferabilitas) berkenaan derajat akurasi apakah
hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada polulasi

dimana sampel tersebut di ambil.

“Widodo, Metodologi Penelitian Dan Praktek, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2017), H. 75.

4Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Cet. I1l; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.
35.
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b. Reabilitas berkenaan dengan derajat eksistensi dan stabilitas data atau
peluang. Penelitian kualitatif dua kelemahan utama , yaitu:*®
1) Peneliti tidak dapat 100% independen dan netral dari research setting.
2) Peneliti kualitatif sangat -tidak berstruktur (messy) dan sangat
enterpretative.
Dalam pencapaian = kredibilitas terdapat sembilan prosedur untuk
meningkatkan kredibilitas peningkatan penelitian kualitatif, yaitu:
1) Triangulation
2) Diconfiring Evidence
3) Research Reflexivity
4) Member Cecking
5) Prolonged engagement in the field
6) Collaboration
7) ‘The audit trail
8) Hickdan
9) Rich description & peer debriefing
Dengan melihat pemahaman pengumpulan data sebelumnnya, yang
memperlihatkan keragaman sumber-data dan teori yang ada, maka penelitian
menggunakan prosedur (Triangulation).
Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori
dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi
dibutuhkan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri.

Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih

4 Anis Chariri, “Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif’. Paper Disajikan
Pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan
Akutansi (LPA), Fakulta Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009, h.
14.
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valid.#” Sehingga dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Triangulasi
teori menjelaskan tentang informasi yang akan dibagikan dengan perspektif teori
yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau
kesimpulan yang dihasilkan. Selainitu, triangulasi teori dapat meningkatkan
pemahaman peneliti dalam menggali pengetahuan teoritiknya secara mendalam.
F. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka. tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui apa saja alat bukti yang bisa menjadi bukti tindak
pidana di peradilan dan menurut hukum Islam.

b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan keabsahan rekaman suara
sebagai alat bukti yang sah di peradilan menurut hukumIslam.

2. Kegunaan penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Secara Teoritis, untuk memperkaya khazanah dan melengkapi kajian
tentang rekaman suara sebagai alat bukti sah di pengadilan ditinjau
menurut hukum Islam, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna
bagi perkembangan ilmu pengetahuan, semoga hasil penelitian ini juga
berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum peradilan
Islam. Serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya
yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap rekaman suara

sebagai alat bukti tindak pidana di peradilan.

#"Inavovich Agusta, Pengumpulan Analisis Data Kualitatif, h. 6.
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b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan informasi
pemikiran serta bahan masukan dan wawancara yang bersifat ilmiah, yang
diharapkan bermanfaat secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktisi
hukum, dan diharapkan juga setelah penelitian ini selesai bisa bermanfaat
bagi para pihak-pihak terkait. Juga sebagal bahan untuk mengetahui sejauh
mana peran rekaman suara sebai alat bukti tindak pidana di peradilan

menurut tinjauan hukum Islam.



BAB Il
TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA ISLAM (JINAYAH)

A. Definisi Tindak Pidana (Jinayah) Dalam Islam
1. Pengertian Jinayah

Menurut hukum Islam, tindak pidana identik dengan perkataan “Jinayar”
yang mempunyai bentuk jamak dari kata “jindyah” yang berarti perbuatan dosa,
perbuatan salah atau jahat: Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja &>
(fan@) yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki
yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan laki-laki-itu sendiri disebut
dengan d&\ (al-Jani). Adapun pelaku kejahatan wanita disebut dengan Q»U-\ (al-
Janiyah), yang artinya wanita yang berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran
atau objek-perbuatan si pelaku dinamai dengan AJ& 2.1 (al-Mujna ‘alaihi) atau
korban.t

Sedangkan menurut istilah syari’at Jinayah berarti penganiayaan terhadap
badan yang di dalamnya diwajibkan gisas jika penganiayaan tersebut disengaja ,
dan diyat jika penganiayaan tersebut secara tidak sengaja.” Dalam kitab al-Ta’rifat
disebutkan pengertian Jinayah sebagai berikut:

N A e e a2 s

Terjemahnya:

Setiap perbuatan yang terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan
selainnya.

!Muhammad bin Mukram bin ‘AlT Abd al-Fadl Jamal al-Din ibnu Manziir al-Ansari,
Lisan al- ‘Arab, Juz 3 (Cet. I; Bairat: Dar Sadir 1414 H/1993 M), h. 223.

2Muhammad Bin Salih Bin Muhammad al-Usaimin, al-Syarhu al-Mumti’ ‘Ala Zadi al-
Mustagni’, Juz 14 (Cet. I; Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi, 1428 H/2007 M), h. 5.

3¢All Bin Muhammad Bin ‘Ali al-Zaini al-Syarif al-Jarjani, Kitab al-Ta'rifat, (Cet. I,
Bairiit: Dar al-Kitab al-‘Alamiyyah,1403 H/1983 M), h. §3.

23
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Istilah jinayah secarah harfiah artinya sama halnya dengan Jarimah.
Jarimah berasal dari kata Jarama yang sinonimnya (Cb 3 Sy Kasaba wa
gara’a yang artinya adalah usaha dan bekerja. Hanya saja pengertian disini khusus
untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.*

Pada dasarnya, pengertian dari istilan tersebut mengacu pada hasil
perbuatan seorang. Dikalangan Fuqaha’, kata Jinayah berarti perbuatan-perbuatan
yang dilarang menurut syara’ baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa, harta
benda ataupun yang lainnya.-Selain itu, terdapat Fugaha’ yang membatasi istilah
Jinayah pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan-hukuman Hudiid dan
Qisas, adapun golongan Fugaha’ yang mengartikan Jarimah itu adalah perbuatan
haram secara zatnya baik berupa Had atau Jinayah. Istilah-lain yang sepadan
dengan istilah Jinayah adalah Jarimah, yaitu larangan-larangan syara’ yang
diancam Allah swt.. dengan hukum Had atau Ta zir.>

2. ‘Unsur-Unsur Jartimah

Jartmah memiliki dua unsur, yaitu:
a. Unsur Umum

Yakni unsur-unsur yang terdapat setiap jenis Jarimah. Yang termasuk
dalam unsur umum Jarimah ada tiga yaitu:

1) al-Rukn al-Syar 7 (unsur syari’at), yakni adanya nas yang melarang suatu
perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur

ini dikenal dengan “unsur formal”.

4 Muhammad Bin Ahmad Bin Mustafa Bin Ahmad al-Ma’rifi Biabi Zuhri, al-Jarimah
Wa al- ‘Uqubah Frt al-Figh al-Islami, (Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1448 H/1998 M),
h. 19.

5> Abii al-Hasan ‘Ali Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Hubaib al-Basii al-Bagdadi, al-
Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Walayat al-Diniyyat, (Cet. |; al-Quwait: Dar al-Hadis, 1409 H/1988
M), h. 285.
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2) al-Rukn al-Maddr (unsur materil), yakni dengan adanya suatu tindakan
yang membentuk Jarimah, baik perbuatan aktif maupun sikap yang
berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan.
3) al-Rukn al-Adabr (unsur moril), yaitu dengan adanya pelaku Jarimah yang
dapat dimintai pertanggungjawaban (mukallaf) atas apa yang telah dia
perbuat.
b. Unsur Khusus

Yakni unsur yang terdapat pada suatu Jarimah namun tidak terdapat pada
Jarimah yang lainnya. Misalnya, mengambil harta orang lain secara diam-diam
dari tempatnya dalam Jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia
oleh manusia yang lainnya dalam Jarimah pembunuhan.’
B. Landasan Normatif Pidana Hukum Islam (Jinayah)

Beberapa dalil dari Al-Qur’an dan hadis sebagai berikut:

1. ‘Dalil dari Al-Qur’an.

a. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Baqgarah/2: 178.
ab (VG a8 el ity A ST s dotall (e S 0T U

) et

z P ST Tt R S, - - : 27 )
S oA T A OUpal ) Sl Serall pBE Cerl asl e A 8

<o

Pl

% 5 2 o “z . L P TR %
ECIRIR T JO U PN R
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma‘af)
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik
(pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

®Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal, (Cet. I; Yogyakarta:
Deepublish. 2018), h. 129.

"Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang,
2005), h. 1.
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suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka
baginya siksa yang sangat pedih.?

b. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-An’am/6: 151.

PPN

’“Vf.ujs Wsu,ujjuj\ 25 e 1S T K 288 s u o 55\5433

sj\w;ﬂi” Vg B s ke @b U aagdlT TR Y5 TAE 5.%)):04 by

Oolant S0 Ly K% 2805 w;z&‘c
Terjemahnya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh
Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia,
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu-bapa, dan janganlah kamu
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi
rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati
perbuatan=perbuatan-yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun
yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah_(membunuhnya) melainkan dengan  sesuatu (sebab) yang benar.
Demikian .itu yang diperintahkan  kepadamu - supaya kamu
memahami(nya).®

c. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

B Vs 8l o 8L O u%*;wbngglf° T

Ity &7
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu  Sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.°

d. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Nisa/4: 93.
ks Glie 4 260 4l e B0 Cabs 2 1S s s 1Aiad G
Yy

Terjemahnya:

8 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba,
2020), h. 27.

 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 148.

10 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 83.
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Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya.'!

e. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Isra/17: 33.

Ed

50l gy des i8 ulls s s
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Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh_ jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), mefainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan
Barangsiapa dibunuhsecara zalim, MakaSesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan. kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu
melampaui -batas dalam membunuh. Sesungguhnya-ia adalah orang yang
mendapat pertelongan.*?

2. Dalil-Dalil dari Hadis Rasulullah saw.
a. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Tbnu Mas’ud ra. bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda:
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Artinya:

Dari Abdullah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak halal darah
seorang muslim yang besaksi tiada Tuhan yang berhak disembah
melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang:
janda yang berzina, pembunuh orang dan orang yang meninggalkan
agamanya serta berpisah dari jama’ah. (H.R. Al-BukharT).

b. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ra.

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

11 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 93.
12 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 285.

3Abii ‘Abdillah Muhammad Bin Isma’1l al-Bukhari al-Ja’fi, Sahih al-Bukhari, Juz 6
(Damasyq: Dar Ibnu Kasir, 1414 H/1993 M), h. 2521.
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Terjemahnya:

Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: hendaklah kalian
menjahui_tujuh perkara yang membinasakan, kemudian seorang bertanya
“wahai Rasulullah  apa saja itu?”, beliau ‘menjawab: (pertama)
menyekutukan Allah, (kedua) perbuatan sihir, (ketiga) membunuh nyawa
yang telah diharamkan untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang
hag, (keempat) makan riba, (kelima)-makan harta anak yatim, (keenam)
melarikan diri dari-perang dan (ketujuh) menuduh berzina perempuan-
perempuan mukmin yang tidak tahu=menahu tentang itu. (H.R. Al-
BukharT)

C. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia ‘Abduliah bin ‘Amru bin al-

‘As ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
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Artinya;

Dari. ‘Abdillah bin ‘Amru- bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: bagi
Allah lenyapnya dunia jauh lebih ringan daripada membunuh seorang
muslim. (H.R. Al-Nasai)

d. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia ‘Abdullah bin Mas’td ra.
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
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Artinya:

14 Abt ‘Abdillah Muhammad Bin Isma’il al-Bukhari al-Ja’fi, Sahih al-Bukhari, Juz 4
(Misr: al-Sulaniyyah, 1311 H/1893 M), h. 10.

15 Abii Abdu al-Rahman Ahmad Bin Syu’aib Bin ‘Al al-Kharasani al-Nasai, Sunan al-
Nasat, Juz 7 (Cet. I; al-Qahirah: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1348 H/1930 M), h. 82.

16 Abii ‘Abdillah Muhammad Bin Isma’il al-Bukhari al-Ja’fi, Sakih al-Bukhari, Juz 8, h.
111.
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Dari ‘Abdullah bin Mas’td ra.berkata: Rasulullah saw. bersabda: perkara
yang paling pertama Kkali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat
(oleh Allah swt.. kelak) ialah kasus pembunuhan. (H.R. Al-BukharT).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
syari’at Islam, jiwa dan darah manusia sangat dijaga kehormatannya. Demikian
dengan anggota badan manusia, tidak lain demi kemaslahatan. Hal ini jelas
dengan adanya larangan Allah swt.. dan Rasulnya terhadap segala tindak
kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

C. Jenis-Jenis Jinayat
1. Kejahatan Terhadap Jiwa

Kejahatan terhadap jiwa adalah segala tindakan yang menghilangkan
nyawa orang-lain, dan para ulama sepakat atas haramnya menghilangkan nyawa
orang lain tanpa alasan. Ulama membagi Jinayat terhadap jiwa menjadi tiga
bagian,-yaitu: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja dan
pembunuhan-yang tidak disengaja. Di dalam Al-Qur’an Allah swt.. membaginya
menjadi dua bagian yaitu: sengaja dan tidak sengaja, adapun pembunuhan seperti
disengaja terdapat dalam sunnah.t’

a. Pembunuhan yang disengaja

Pembunuhan yang disengaja berarti pelaku berniat membunuh manusia
yang haram untuk dibunuh menggunakan alat yang pada dasarnya digunakan
untuk membunuh. Maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu pembunuhan yang
disengaja jika tidak memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

1) Yang dibunuh atau korban; dikatakan korban pelaku pembunuhan yang

disengaja apabila korban tersebut adalah orang yang haram yang dibunuh.

17 Muhammad Bin Salih Bin Muhammad al-‘Usaimin, al-Syarhu al-Mumti’ ‘Ala Zadi al-
Mustagni’, Juz 14 (Cet. I; Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi, 1428 H/2007 M), h. 5.
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2) Niat pelaku, niat pelaku dalam pembunuhan yang disengaja
mempengaruhi statu kejahatan tersebut, maka tidak dikatakan sebagai
pembunuhan yang disengaja apaabila pelaku benar-benar berniat untuk
membunuh korban.
3) Alat; alat yang digunakan dalam kasus pembunuhan juga mempengaruhi
status kejahatan tersebut, karena rukun yang kedua (niat) adalah hal yang
tersembunyi, karenanya para ulama juga memperhatikan alat yang
digunakan pelakudalam membunuh; alat yang dimaksud adalah alat-alat
yang tajam yang pada asalnya bisa digunakan untuk membunuh.
b. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah pelaku berniat untuk membunuh orang
lain yang-haram untuk dibunuh menggunakan ala yang tidak digunakan untuk
membunuh atau alat yang tidak tajam.*8
c. Pembunuhan tidak disengaja

Pembunuhan tidak disengaja adalah pelaku tidak berniat untuk melakukan
pembunuhan kepada orang lain yang haram untuk dibunuh.®

2. Kejahatan terhadap anggota badan
Kejahatan terhadap anggota badan atau yang lebih dikenal dengan jinayah

‘ala ma dina al-nafs adalah tiap penganiayaan terhadap anggota badan, baik
dengan cara melukai atau menghilangkan manfaat anggota badan atau bahkan

menghilangkan menghilangkan sebagian anggota badan.?°

18 Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Bin Muhammad Abii ‘Abdillah Syamsuddin
al-Gazi bi Ibnu Qasim wa bi Ibnu al-Garabili, Fathu al-Qarib al-Mujib Ft Syarhi al-Fazi al-
Taqrib, (Cet. I; Bairat: Dar Ibnu Hazm, 1420 H/2005 M), h. 267.

19 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fighu al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 6 (Cet. IV;
Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 222-223.

20 <Alwi bin Abdu al-Qadir al-Saqaf, al-Mausu’ah al-Fighiyyah, Juz 25 (Cet. I; Mesir:
Dar al-Safwah, 1427 H), h. 357.
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Menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah jinayah ‘ala ma dina
al-nafs (kejahatan terhadap anggota badan) ini terbagi menjadi dua yaitu;
disengaja (al-‘A4mdu) dan tidak disengaja (Khata’), berbeda dengan ulama
Syafi’iyyah dan Hanabilah mereka membagi kejahatan terhadap anggota badan
dengan tiga bagian, yaitu:

a. Al-Amdu yaitu sengaja melukai atau mencederai orang lain dengan tujuan
permusuhan, seperti orang melemparkan sebuah benda berat pada orang lain
sehingga orang yang -terkena benda ituterluka. Lain halnya jika tujuan
melukainya karena mendidik atau menta’zirnya.

b. Syibhu al-Amdu (semi sengaja) yaitu seperti orang melemparkan batu kecil
pada orang lain yang biasanya batu sekecil itu tidak melukainya.

c. Al-Khata’ (tidak sengaja) yaitu orang yang melakukan tindakan tersebut tidak
sengaja_melukai, seperti orang yang melemparkan batu dari jendela rumah
kemudian batu itu menimpa pada orang yang di luar.?

Semua_jenis Jinayah di atas itu terkena hukuman, baik Qisas maupun
Diyat, namun untuk jinayah syibhu al-Amdu (semi sengaja) dan al-Khata’ (tidak
sengaja) hanya terkena hukuman Diyat.

Ulama juga berbeda pendapat dalam masalah menghilangkan manfaat
anggota badan, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya yang terkena
gisas jika yang dihilangkan manfaatnya adalah penglihatan, pendengaran dan
penciuman, adapun Syafi’iyyah sepakat dalam penglihatan dan pendengaran saja.
Mengenai kekerasan indra perasa dan pencium menurut perkataan yang lebih

sohih terkena qisas. Berbeda dengan ulama Hanafiyyah, mereka tidak

2L Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fighu al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 6, h. 331.
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mewajibkan qisas menghilangkan manfaat badan kecuali menghilangkan
penglihatan.??
D. Jinayat Dalam Tinjauannya

Pembahasan tentang Jinayah sebagai mana yang dijelaskan sebelumnya,
secara harfiah artinya sama dengan Jarimah. Jarimah dapat berbeda
penggolongannya menurut perbedaan cara meninjaunya, dapat dilihat dari:
a. Segi berat ringannya hukuman

1) Jartmah Hudud, 1alah-Jarimah yang diancam.hukuman had, yaitu adalah
sanksi atau. hukuman yang ditetapkan oleh syari’at atas suatu perbuatan
maksiat untuk memberi efek jera kepada pelaku dan yang lainnya yang
telah melanggar hak Allah swt.. atau yang dilaksanakan oleh imam atau
wakilnya.?® Beberapa jenis Jarimah Hudiid: zina, Qasaf (menuduh orang
lain‘berzina, pencurian, perampokan, minum khamar dan-murtad).?*

2) Jarimah Qisas dan Diyat,-ialah perbuatan yang diancam-hukuman Qisas
dan Diyat. Keduanya merupakan hak individu yang jadar dan jumlahnya
telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal dan maksimal

3) Jarimah Ta zir, ialah Jarimah yang diancam dengan suatu atau beberapa
hukuman 7« zir, hukumannya ditentukan oleh penguasa, dia yang memilih
hukuman apa yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.?®

b. Segi Mengerjakannya (aksi)

22 < Alw1 bin Abdu al-Qadir al-Saqaf, al-Mausu ah al-Fighiyyah, Juz 25, h. 3344,
2 Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fighu al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 6, h. 18.
24 \Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fighu al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 6, h. 7.
25 \Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, al-Fighu al-Islam? Wa Adillatuhu, Juz 6, h. 18.
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1) Jarimah al-Ijabiyyah, adalah Jarimah positif yang terjadi karena
mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang. Seperti mencuri, berzina,
pembunuhan, memukul dan sebagainya.

2) Jarimah al-Salbiyyah, adalah Jarimah negatif yang terjadi karena tidak
mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan seperti mengeluarjan
zakat.

3) Jarimah commisionis per ommisionem commisa, misalnya lapas penjara
sengaja tidak memberi.makan narapidana yang selanjutnya menyebabkan
kematian pada narapidana tersebut.?

c. Segi Waktu Terungkapnya Jarimah

1) Jarimah yang tertangkap basah, yaitu Jarimah yang tertangkap pada saat
Jartmah itu dilakukan atau beberapa saat setelah Jarimah itu dilakukan.

2) Jarimah yang tidak tertangkap basah, yaitu Jarimah yang tidak terungkap
pada saat Jarimah tersebut dilakukan atau tertangkapnya pelaku Jarimah
itu dalam waktu yang lama.?’

d. Segi Cara Melakukan Jarimah

1) -Al- Jarimah al-Basitah (Jarimah tunggal), adalah Jarimah yang dilakukan
dengan suatu perbuatan, seperti pencurian, meminum minuman keras, baik
itu tindak pidana ini terjadi seketika atau Jarimah yang dilakukan seccara
terus menerus. Jarimah, Hudiid, Qisas dan Diyat termasuk dalam kategori
Jarimah tunggal.

2) Jartmah berangkai, Jarimah berangkai adalah Jarimah yang dilakukan

berulang-ulang. Jarimah itu sendiri tidak termasuk dalam kategori

% Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang,
2005), h. 12-14.

27 <Abdu al-Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Jandi al-Islami Mugaranan Bilganiin al-Wad'i,
Juz 1 (Bairtt: Dar al-Katib al-‘Arabit, 1992), h. 603.
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Jarimah, tapi berulang-ulangnya Jarimah tersebut yang menjadikan
sebagai suatu Jarimah. Bentuk Jarimah ini hanya terdapat dalam Jarimah
Ta’zir, dimana petunjuknya diperoleh dari Nas yang mengharamkan

perbuatan tersebut.?®

e. Segi Orang Yang Menjadi Korban (Objek) Jarimah

1) Jarimah masyarakat, hag Allah swt.. dan hak jama’ah adalah suatu

2)

Jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga
kepentingan masyarakat, baik Jarima/ tersebut mengenai perorangan atau
mengenai ketentuan masyarakat dan keamanannya.

Jarimah perorangan atau hak al-Fard adalah suatu. Jarimah dimana
hukuman® terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi  kepentingan
persearangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan

juga berarti menyinggung masyarakat.?

h. 110.

28 <Abdu al-Qadir ‘Audah, al-Tasyri’ al-Jandi al-Islami Mugaranan Bilganiin al-Wad'i,

2 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 14.
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PEMBUKTIAN DAN PENYADAPAN DALAM PERADILAN HUKUM
ISLAM

A. Pengertian Pembuktian Dalam Islam

pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat
menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim. Kata
lainnya bahwa benar atau salahnya suatu tuduhan-—perlu dibuktikan terlebih
dahulu, karena begitu-pentingnya pembuktian ini;-maka setiap orang tidak berhak
untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi
pembuktian ini adalah untuk menghindar dari kemungkinan-kemungkinan salah
dalam memberikan penilaian.

Pengertian hukum pembuktian adalah merupakan rangkaian dari hukum
acara pidana.yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum,
sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat mengajukan ‘bukti tersebut
serta kewenangan hakim untuk menolak dan menerima suatu pembuktian.

Bukti secara umum merupakan sebutan segala sesuatu yang
mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran. Terutama dua orang saksi atau
empat orang saksi atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk
menjadi seorang saksi. Al-Qur’an tidak menyebutkan pembuktian hanya semata-
mata dua orang saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan yang

baik secara komulasi atau sendiri-sendiri.t

IFitria Neli, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan Visum Et
Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan”, Skripsi (Walisongo: Walisongo Instutional
Reository, 2014): h. 37.

35
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Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa
didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, jika suatu gugatan penggugat
tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi
dengan menolak gugatan karena tidak adanya bukti. Dalam Kkitab-kitab fikih,
mayoritas fugaha menyebut alat bukti dengan istilah al-Bayyinah, al-Hujjah, al-
Dalil, al-Burhan, tetapi yang tiga terakhir tidak lazim di perkara.?

Pembuktian dalam Islam disebut sebagai al-bayyinah, adapun seperti yang
disebutkan di atas yaitu al-Hujjah, ad-Dalil, al-Burhan, tidak lazim dipakai
dalam dunia peradilan.

Pembuktian atau al-bayyinah, secara etimologi berarti.keterangan, yaitu
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang-hak (benar). Dalam
istilah teknis, berarti alat-alat bukti di dalam persidangan_di “pengadilan. Al-
Bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian-etimologinya.
Secara ‘termilogi adalah membuktian suatu perkara dengan mengajukan alasan
dengan memberikan dalil sampai batas meyakinkan.®

Jumhur-uluma fikih mengartikan al-bayyinah secara sempit, yaitu sama
dengan kesaksian. Namun menurut lbnu al-Qayyim  al-Jauziah, al-bayyinah
mengadung arti yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya
kesaksian al-bayyinah adalah:
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2 Asep Saipullah, “Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam”,
Mahakama: Jurnal Kajian Islam 1, no. I, (2016): h. 72.

3 Asep Saipullah, “Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam”,
Mahakama: Jurnal Kajian Islam 1, no. I, h. 72.



<3 Vs w\uﬁumu\jmwobumuuuw
j\:.;i 4 e (S LcSLe cgc.L‘J\ AW & JEH 4.5’}).\5 g L;j_a j§\j 35 AZ;.:S\ \3;\
* el o i B0l ey Sy B0 Sy 5 VA £l sl

2

10
—n\

[
v
C'hn

Artinya:

al-bayyinah sebagai segala sesuatu 'yang dapat digunakan untuk
menjelaskan yang hak (benar) didepan majelis. hakim, baik berupa
keterangan, saksi dan sebagian indikasi yang dapat dijadikan pedoman
oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.

Menurut Ibnu al-Qayyim, al-bayyinah adalah segala sesuatu yang dapat
menjelaskan perkara.' Dalam hukum Islam prinsip-prinsip pembuktian tidak jauh
berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Dari berbagai
jenis pendapat tentang makna pembuktian maka dapat- disimpulkan bahwa
pembuktian - merupakan suatu proses menggunakan atau _mengajukan atau
mempertahankan alat-alat bukti didepan persidangan sesuai dengan-hukum acara
yang berlaku, sehingga dapat meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang menjadi
dasar qugatan atau dalil-dalil 'yang. dipergunakan untuk menyanggah tentang
kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Namun ada
pembeda antara hukum Islam dan hukum positif tentang pembuktian yaitu Al-
Qur’an, Al-Sunnah dan ijtihad.

B. Proses Pembuktian Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Hukum Islam
Kata Islam berasal dari bahasa arab yaitu dari kata (Z ;LN - Vl‘”)

yang berarti selamat, sentosa, tunduk, patuh dan damai.®

4 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Abi Bakr Bin Ayyiib Ibnul al-Qayyim al-
Jauziyyah, al-Thuruq al-Hukmiyyah FT al-Siyasah al-Syar’iyyah, Juz 1 (Cet. |; Bairat: Dar Ibn
Hazm, 2019 M/1440 H), h. 25-26.

> H. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agug, 1972), h. 177.
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Idris Ramulyo mengatakan bahwa Islam adalah agama penutup dari dari
semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (Al-Qur’an)
kepada nabi Muhammad saw. Melalui malaikat Jibril as. Agama itu untuk
diajarkan kepada seluruh ummat manusia sebagai way of life (pedoman hidup)
lahir batin dari dunia sampai akhirat sebagai agama yang sempurna.6

Hukum “Islam merupakan terminologi khas indonesia, jikalau
diterjemahkan langsung ke dalam bahasa arab maka akan diterjemahkan menjadi
al-hukmu al-islamz, suatu terminologi yang tidak dikenal dalam Al-Qur’an dan al-
sunnah. Maka padanan yang tepat dari istilah “hukum Istam” adalah al-fikih al-
islamiyyah al-syari’ah al-islamiyyah, sedangkan dalam wacana ahli hukum barat
digunakan istitah Islamic law.”

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum seperti
yang dikemukakan oleh para ahlinya selalu tidak dapat didefinisikan secara
tuntas. ‘Oleh karena itu, kesepakatan yang diperoleh oleh para ahli hukum ialah
bahwa tidak ‘mungkin mendefinisikan hukum yang demikian banyak aspeknya
dengan kata-kata tuntas. Namun, guna memberikan gambaran secara garis besar
dan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsepsi selanjutnya dikutip
dari pendapat abdurrauf mengenai hukum. Menurutnya, hukum adalah peraturan-
peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan yang
menimbulakn kewajiban atau hak.®

2. Proses Pembuktian Dalam Pidana Islam

Islam telah menetapkan proses pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu:

8 Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, (Cet. |; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 3.1

7 Akramah Hatta, “Daya Serap Hukum Islam Di Indonesia Pada Bidang Privat”.
NUKHBATUL ‘ULUM: Juran Bidang Kajian Islam 3, no. 1 (2017): h. 12-18.

8 Abdurrauf, Al-Qur’an Dan Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), H. 21.
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a. Pengakuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an, Allah Berfirman

dalam Q.S. al-Bagarah/2: 84.

P
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Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu
tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak
akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu,
kemudian kamu gberikrar (akan memenuhinya) sedang kamu
mempersaksikannya.

b. Bersumpah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an, Allah berfirman

dalam Q.S. al-Nahl/16: 94,
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Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di
antaramu, yang menyebabkan  tergelincir kaki - (mu) sesudah kokoh
tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) ‘karena kamu
menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab-yang besar.°

c. Penelitian Dokumen, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Allah
berfirman dalam Q.S. aI-Baqarah/Z' 282.
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9 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba,
2020), h. 13.

10 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 278.
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang
pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat
menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan
kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu
mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan
janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang
yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan
sendiri, hendaklah ~walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah
kesaksian dua orang saksi laki-laki di-antara kamu. Jika tidak ada (saksi)
dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki-dan-dua orang perempuan di
antara_orang-orang yang kamu sukai dari para-saksi (yang ada) sehingga
jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.
Janganlah ‘saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu
bosan-mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utangitu) kecil maupun
besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan
kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kKecuali jika
hal itu. merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan-di antara kamu.
Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah
saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau
dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan-(yang demikian),
sesungguhnya hal itu suatu kKefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah,
Allah: memberikan pengajaran kepadamu dan Allah“Maha Mengetahui
segala sesuatu.?

d. Kesaksian, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an Allah berfirman
dalam Q.S. al-Nur/24: 4.
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Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu
terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka ltulah orang-
orang yang fasik.'?

11 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 48.

12 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 350.
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proses pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara
meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Perintah
untuk pembuktian ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang

berbunyi:
Bzl 0 B 06 ey ol o d Bz B i 0 o 8 13 22
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Artinya:

Dari ibnu abbas r.a bahwa nabi shallAllahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“seandainya Orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan
mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah.dan harta orang lain,
namun yang menuntut wajib mendatangkan bukti dan‘bagi yang didakwa
berhak bersupah™ (H.R. Al-Baihaqi)

Hadis ini adalah salah satu kaidah dalam menyelesaikan perselisihan yang
terjadi_diantara ummat manusia, bila ada seseorang yang menuntut suatu kepada
orang lain, misalnya dia menuduh-seorang telah meencuri hartanya dan menuntut
agar. orang tersebut dihukum, maka orang yang menuduh tersebut diharuskan
mendatangkan bukti atas tuntutannya tersebut. Bila ia tidak dapat mendatangkan
bukti, maka tuntutannya tersebut tidak dianggap. Hal ini agar setiap orang tidak
dengan mudah menuntut orang lain karena hisa jadi tuntutannya tersebut adalah
tuntutan palsu dengan tujuan untuk merebut harta dan darah orang lain. Maka
bukti dibutuhkan ‘untuk membedakan tuntutan yang benar dan yang palsu.
Sedangkan bagi yang dituntut, bila ia ingin mengingkari tuntutan yang dijatuhkan
padanya, maka wajib baginya bersumpah. Jika ia tidak mau bersumpah, maka

tuntutan itu jatuh pada dirinya. Sedangkan bila ia bersumpah, maka dia dihukumi

13 Abti Bakr Ahmad bin al-Hasan bin ‘Al al-Baihagi, al-Sunanu al-Kubrg, Juz 10 (Cet.
I11; Bairtt: Dar al-Kutub al-°Alamiyyah, 1424 H/2003 M), h. 427.
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berdasarkan sumpahnya yang terucap, adapun bila ia berdusta pada sumpahnya
maka itu akan menjadi bebannya dihadapan Allah swt. kelak.

Adapun bila kemudian terjadi keduanya, dimana orang yang menuntut
membawa bukti sementara yang dituntut bersumpah mengingkari tuntutan, maka
pada kejadian seperti ini diperlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut pada
pengadilan tersebut.'4

Makna dari hadis di atas ~ dapat dipahami bahwa barang siapa yang
mengajukan perkara untuk-menuntut haknya, maka orang -itu harus mampu
membuktikan sengan  menyertakan alat-alat- bukii yang mendukung isi
gugatannya.

Kaidah di atas merupakan kaidah yang umum, walaupun kaidah ini
terkadang. menimbulkan bahaya. Hal ini dikarenakan suatu® gugatan yang
sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penggugat tidak dapat-membuktikan
kebenarannya. Dan terkadang harus dibenarkan suatu gugatan yang dapat
dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya palsu.*®

Maksud utama dari hadis di atas adalah Rasulullah memberitahukan
tentang tingkah laku manusia yang apabila dibiarkan tanpa hukum yang mengatur,
dan dibebaskan untuk mendakwa atau menggugat serta menuduh Secara
sembarangan terhadap orang lain, bahwa seseorang telah membunuh atau
seseorang telah mengambil haknya, maka tentu setiap orang akan melakukan hal
itu tanpa aturan. Oleh karena itu, Rasulullah saw mewajibkan kepada setiap orang
yang akan menggugat atau membantah, untuk melakukan suatu pembuktian dalam

bentuk menyertakan alat bukti atas gugatan atau bantahannya. Jika suatu

14 Asep Saipullah, “Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam”,
Mahakama Jurnal Kajian Islam 1. no. I, (2016): h. 73.

15 Asep Saipullah, “Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam”,
Mahakama Jurnal Kajian Islam 1. no. I, h. 73.
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persidangan seorang penggugat telah menyampaikan gugatannya, maka seorang
hakim harus memerintahkan kepadanya untuk menyertakan gugatannya dimaksud
dengan sejumlah alat bukti yang mendukungnya, dan jika penggugat tidak mampu
untuk membuktikannya, maka hakim akan memerintahkan kepadanya untuk
bersumpah sebagai salah satu bagian dari pembukitian (alat bukti) yang akan

menguatkan gugatannya. Rasulullah saw bersabda:

b55) e B3 o Gy oA e B st 5 06 gl et Lo o8 O

(G

Artinya:

Bahwasanya nabi saw bersabda di dalam khutbahnya: “pendakwa harus
menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah”. (H.R. Tirmizi).

Hadis "ini sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian, artinya
penggugat harus dapat membuktikan bahwa tuduhan atau gugatannya itu benar,
dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat untuk menolak gugatan atau tuduhan
yang ditujukan terhadapnya akan dikenakan beban sumpah.

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan dalam Islam, khususnya
menyangkut persoalan pembuktian (hukum acara) dalam penyelesaian setiap
perkara (terutama perdata) telah “disistematiskan” oleh Umar bin Khattab sebagai
orang ‘yang telah berjasa besar dalam menciptakan “sistem beracara” dalam
lingkup peradilan Islam yang dikenal dengan akal “risalah Umar bin Khattab”.
Kerangka dasar tersebut termaktub dalam surahnya kepada Abu Musa Al-Asy’ari,

sebagai berikut:’

16 Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Misa al-Dhohak al-Termizi, Sunan al-Tarmiz, Juz
3 (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mat’abah Mustafa al-Babi al-Halab1, 1395 H/1975 M), h. 1341.

17 Asep Saipullah, “Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam”,
Mahakama: Jurnal Kajian Islam 1. no. I, h. 74-75.
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Artinya:

Bahwa sesungguhnya - peradilan <itu adalah suatu kewajiban yang
ditetapkan oleh Allah swt. dan suatu sunnah rasul yang wajib diikuti, maka
fahamilah benar-benar jika ada sesuatu perkara yamg dikemukakan
kepadamu ‘dan laksanakanlah jika jika jelas kebenarannya karena
sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak
ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan
manusia itu dalam majelismu, pandanganmu dan keputusanmu sehingga
orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang
yang lemahpun tidak berputus asa pada keadilan. Keterangan berupa bukti
atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa atau
penggugat, dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkir
(terdakwa atau tergugat). Perdamaian dizinkan hanya antara orang-orang

18 Muhammad Bin al-Hasan Bin al-*Arabi Bin Muhammad al-Hujuwi al-Sa’labi al-Ja’fari
al-Fasi, al-Fikru al-Samiz Fi Tarikh al-Figh al-Islami, Juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah,
1416 H/ 1990 M), h. 296-297.
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yang bersengketa dari kalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian
tentang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang
yang halal. Barangsiapa yang mengaku suatu hak yang ghaib atau sesuatu
yang jelas yang mana bukti-bukti yang akan dikemukakannya itu masih
belum terkumpul ditangannya, maka berikanlah kepada orang itu waktu
yang ditentukan, maka jika ia dapat mengemukakan kepada orang itu
waktu yang ditentukan, maka ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut,
berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup, maka selesaikanlah
persoalannya. Sebab cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah
sebaik-baiknya penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang samar
dan tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil
pada suatu hari kemudian engkau meminjamnya kembali, lalu engkau
mendapat petunjuk (hidayah), tidaklah hal itu menghalangumu kembali
kepada kebenaran, karena kebenaran itu adalah ghadim yang tidak dapat
dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih
baik daripada . terus-menerus di dalam kesesatan. Kaum muslimin itu
adalah orang-orang yang adil terhadap-sesama meraka. Kecuali orang yang
pernah bersumpah palsu atau orang yang-pernah dikenakan hukuman jilid
(dera) atau_orang yang tertuduh dalam kesaksiannya berhubungan karena
kerbat. Hanya Allah swt. yang menguasai rahasia hati-hamba-hambanya
dan-melindungi mereka dari hukumannya, kecuah ternyata dengan bukti-
bukti yang sah atau sumpah. Kemudian fahamilah, fahamilah benar-benar
persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang suatu’ perkara yang tidak
terdapat di dalam Al-Qur’an atau di dalam sunnah rassul, kemudian pada
waktu itu pergunakanlah giyas terhadap perkara-perkara-1tu dan carilah
pula. contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut ‘pandanganmu
kepada hal yang terbaik pada sisi Allah swt. dan yang terbanyak kepada
yang benar. Jauhilah sifat membenci, mangacau, membaosankan, menyakiti
hati ‘manusia dan jauhilah—berbuat curang pada waktu ada terjadi
persengketaan atau permusuhan, karena sesungguhnya peradilan itu berada
ditempat yang hak diman Allah swt. telah mewajibkan pahala yang ikhlas
niatnya untuk menegakkan yang hak walaupun atas dirinya sendiri, Allah
swt. akan mencakupkan antara dirinya dan manusia dan barangsiapa yang
berhias diri dengan apa yang tidak ada pada dirinya, maka Allah swt. akan
memberikan aib kepadanya. Sesungguhnya Allah swt. tidak akan
menerima hambanya kecuali yang ikhlas.

C. Macam-Macam alat Bukti Dalam Islam

Alat bukti merupakan alat untuk menjadi pegangan hakim sebagau dasar
dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan pegangan alat bukti tersebut
dapat mengakhiri sengketa diantara mereka. Dalam hukum Islam dikenal alat
bukti yang bermacam-macam. Muhammad al-Zuhaili menyebutkan bahwa pada
masa Rasulullah saw. dikenal beberapa jenis alat bukti. Adapun alat bukti pada

masa Nabi Muhammad saw. yaitu:
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1. Syahadah (saksi)
Al-Yamin (sumpah)
Al-Kitabah (bukti tertulis)
Al-lkrar (pengakuan)
Al-Qarmah (tanda-tanda)

Pengalaman dan menyaksikan langsung akar-persoalan

N o &~ L D

Al-Qur’ah (pengundian antara dua belah pihak bukti-hilang)

Sedangkan dewasa ini, banyak pandangan tentang jenis alat bukti dalam
hukum Islam.

1. Menurut ‘Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan urutan

sebagal berikut:

AN PRR [CUTT I ¥ PP I (R P o RGO R
20 Gesdly B L e
1) Pengakuan
2) Saksi
3) Sumpah
4) Penolakan sumpah
5) Pengetahuan hakim

6) Qarinah
7) Qasamah

19 Muhammad al-Zuhaili, Tarikh al-Qadi Fi al-Islam, (Damaskus: Dar al-Fikri al-M’asar,
1415 H/1995 M), h. 55.

2 <Abdul Karim Zaidan, Nizamu al-Qadi Fi al-Syari’ati al-Islamz, (Cet. I; Amman:
Maktabatu al-Basair, 1409 H/1989 M), h. 155-156.
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8) Qifayah
9) Qur’ah.
2. Sedangkan menurut Ahmad al-Daur alat bukti itu ada empat jenis dengan
urutan sebagai berikut:
1) Pengakuan
2) Sumpah
3) Kesaksian
4) Dokumen-dokuman tertulis®
Adapun penjelasannya sebagai berikut.
a. alat bukti pengakuan (igrar)

Dalam- Fikih Jinayah pengakuan disebut dengan. lgrar yang artinya
pengakuan terdakwa ataupun yang mewakili, bahwa apa yang dikatakan oleh
pihak penggugat mengenai suatu peristiwa yang benar. Jadi-disini pengakuan
yang paling kuat adalah pengakuan yang jelas, terperinci dan.haruslah pasti,
sehingga pada waktu persidangan tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda.
Selain itu, pengakuan dilakukan dalam keadaan tidak terancam, dan terdakwa
haruslah tidak gila. Bila terdakwa dalam keadaan bisu maka pengakuannya bisa
dengan isyarat atau hakim bisa ‘meminta ahli untuk menjelaskan apa yang
dimaksud  dengan isyarat tersebut. “Apabila hakim sudah mendengarkan
pengakuan, maka hakim bisa memutuskan perkara tersebut tanpa meminta untuk
mendatangkan alat bukti lain.?

Adapun dasar alat bukti pengakuan, sebagaimana yang disebutkan dalam

Al-Qur’an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa’/4: 135.

21 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif,
(yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), h. 56-57.

22 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif, h.
92-95.
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan
saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri,
ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian)
kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka,
janganlah kamu mengikuti-hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari
kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling
(enggan menjadi-saksi), sesungguhnya Allah Mabhateliti terhadap segala
apa yang kamu kerjakan.??

b. alat bukti saksi
alat-bukti saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dimuka

pengadilan mengenai suatu hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai
bukti telah terjadi suatu hal terutama jarimah. Dalam hukum pidana Islam,
kesaksian seprang ini sangatlah penting karena dialah yang mengetahui kejadian
atau peristiwa pidana dengan’ mata kepala mereka sendiri.?* Karena dalam
pembuktian kesaksian seorang sangatlah penting, maka syarat dibolehkannya
menjadi seorang saksi haruslah ketat diantaranya:

1) Dewasa

2) Berakal

3) .Mengetahui apa yang disaksikan

4) Beragama Islam

5) Adil

6) Harus bisa melihat

7) Harus dapat berbicara

23 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 100.
24 Basiq Dijalil, Peradilan Islam,(Ciputat: Amzah. 2011), h. 44
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Selain itu saksi harus tidak di bawah ancaman. Hal ini akan membuat
keterangan saksi tidak otentik lagi, dikarenakan saksi berada dalam ancaman salah
satu pihak.?®

Adapun landasan hukum bukti saksi, sebagaimana disebutkan dalam Al-
Qur’an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa’/4: 15.

10 S 2 A 5 i s e
Terjemahnya:

Dan para wanita yang melakukan perbuatan keji-di antara wanita-wanita
kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan-keji)-nya dari empat orang
di antara kamu. Apabila mereka telah: memberikan kesaksian, tahanlah
mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau
sampai-Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.?

c. alat bukti.sumpah (yamin)

Dalam hukum pidana Islam istilah sumpah lebih dikenal dengan sebutan
al-Yamin. Hal ini dikarenakan Kata al-yamin lebih bermakna kekuatan. Sedangkan
menurut-ahli_fikih, sumpah (al-yamin) merupakan sebuah ungkapan yang
diucapkan oleh seorang dengan nama Allah dan penuh rasa tanggung jawab
terhadap apa yang disumpahkan. Bukti sumpah merupakan sebuah alat bukti yang
tidak bisa berdiri sendiri kecuali sumpah li’'an dan sumpah pemutus. Itu artinya,
seorang hakim tidak boleh memutus sebuah kasus hanya dengan alat bukti
seumpah. alat bukti sumpah harus didukung dengan alat bukti lainnya.?’

Landasan alat bukti sumpah adalah hadis yang diriwatkan dari Umar Bin
Khattab dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. memutus sebuah kasus

berdasarkan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.

% Sayyid Sabig, Figih al-Sunnah, terj. Mahyudin Syaf, Figih Sunnah, Juz 4 (Jakarta:
Cakrawala Publishimg, 2009), h. 459.

2 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 80.

%7 Sayyid Sabig, Figih al-Sunnah, terj. Mahyudin Syaf, Figih Sunnah, h. 459
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Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami Aba Bakr Bin Abi Syaibah dan
Muhammad Bin ‘Abdullah Bin Numair dia berkata: telah menceritakan
kepada kami Zaid yaitu Ibnu hubab telah menceritakan kepada shaif bin
sulaiman telah mengabarkan kepadaku Qais bin sa’ad dari Amra bin Dinar
dari ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam
menetapkan perkara dengan sumpah dan saksi. (H.R. Muslim).

d. alat bukti penolakan sumpah (al-Nukiz/)

Penolakan sumpah (al-Nukul) sampai sekarang masih menjadi perdebatan
para ulama’, apakah menjadi bukti jarimah ataukah tidak. Menurut imam hanafT,
penolakan sumpah -dikatakan menjadi alat bukti apabila sudah diucapkan
sebanyak tiga kali dalam persidangan. Sedangkan menurut imam Syafi’i dan
Hambali, penolakan sumpah bukan merupakan alat bukti. Namun, jika tergugat
menolak; maka sumpah dikembalikan ke penggugat. Jika penggugat bersumpah,
maka tergugat bersalah. Sedangkan menurut madzhab al-zahiri-dan Ibnu hazm,
alat bukti-penolakan sumpah dan.pengambilan sumpah merupakan sebuah alat
bukti yang tidak ada landasannya.?

e. alat bukti sumpah yang dilakukan berkali-kali (al-Qasamah)

Al-Qasamah merupakan sebuah alat bukti dalam hukum pidan Islam, al-
Qasamah sendiri memiliki pengertian yang sebuah sumpah yang dilakukan secara
berkali-kali atau berulamg-ulang dalam kasus pembunuhan yang tidak ada bukti-

buktinya. Adapun landasan dari al-Qasamah adalah dalam hadis.

2 Abii al-Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qasyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 3
(Beirtt: Dar lhya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 206-261 H), h. 1337.

29 Basiq Dijalil, Peradilan Islam,(Ciputat: Amzah. 2011), h. 44
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Artinya:

Dari Maimanah istri Nabi Mukammad SallAllahx ‘alaihi Wasallam dari
seorang laki-laki sahabat Nabi SallAllahu ‘alaihi Wasallam dari kalangan
Ansar bahwasanya Rasulullah SallAllahu ‘alaihi Wasallam menetapkan
al-Qasamah (sebagai alat bukti) sebagaumana berlaku dizaman Jahiliyyah.
(H.R. Muslim)

Dari keterangan hadis.di atas = terlihat bahwa al-Qas@mah merupakan
sebuah alat bukti untuk membutikan sebuah kasus pembunuhan yang tidak ada
bukti-buktinya. alat bukti ini sudah ada sejak zaman Jahiliyyah ketika ada sebuah
kasus pembunuhan yang tidak ada bukti apapun. Dari hadis di‘atas , para ulama’
empat madzhab telah setuju menggunakan al-Qasamah sebagai alat bukti. Hanya
beberapa ulama yang tidak setuju. Mereka adalah Salim Bin Abdullah, Abii
Qalabah, Umar Bin ‘Abdul Aziz, al-Hakam Bin Utaibah, Sulaiman Bin Yasar,
Ibrahim Bin " Alivah Dan Muslim Bin Khalid. alasan ketidaksetujuan mereka
karena sumpah hanya dilakukan apabila saksi melihat peristiwa itu sendiri.
Sedangkan wali koraban dalam al-Qasamah tidak mengeahui dan bahkan tidak
tau jika terjadi pembunuhan.

Sedangkan pelaksanaan al-Oasamah menurut Imam  Abi Hanafi,
dilakukan apabila dalam pembunuhan tidak diketahui pelakunya, sedangkan
menurut Imam Malik, Syafi’t dan Ahmad bahwa al-Qasamah digunakan apabila
ada petunjuk mengenai pelaku pembunuhan, apabila tidak ada petunjuk maka

tidak akan dilakukan.3!

30 Abti al-Husain Muslim Bin Hajjaj al-Qasyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 3, h.
1295.

31 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 234-237
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f. alat Bukti Pengetahuan Hakim (‘Zimu al-Qadr)

Penggunaan alat bukti pengetahuan hakim (‘Zimu al-Qadri) dalam hukum
pidana Islam masih diperdebatkan oleh para ulama diantaranya:

Menurut madzhab Maliki hakim tidak diperbolehkan memutus suatu
perkara berdasarkan suatu pengakuan tentang keadaan tergugat atau tertuduh, baik
pengetahuan hakim pada saat diruang sidang atau diluar sidang. Sedangkan
madzhab Hanafi, penggunaan ‘pengetahuan hakim diperbolehkan karena
pengetahuan hakim berstatus. dua orang ‘saksi. .Namun untuk Jarimah yang
menyangkut hak Allah, tidak boleh memutus -dengan alat bukti pengetahuan
hakim.

Adapun landasan ulama’ memperbolehkan pengetahuan hakim sebagai
alat bukti-adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, tentang
kebakhilan suami hindun yang ia adukan kepada nabi.-Kemudian nabi
memerintahkan agar hindun mengambil-uang suaminya dengan.cara yang baik
sekedar umtuk menutupi keperluan dirinya atas anak-anaknya. Dalam.kasus ini
nabi tidak meminta sebuah alat bukti berupa keterangan kepada Hindun atau
suaminya. Sedangkan yang menolak alat bukti pengetahuan hakim berdasarkan
pada riwayat al-Dahhdag, bahwa Umar bin Khattab pernah menyidangkan
persoalan yang sudah diketahui perkaranya. Kemudian Umar bin Khattab berkata
kepada para pihak: “jika aku suka maka aku akan bertindak sebagai saksi dan aku
tidak bertindak sebagai hakim atau sebaliknya™.*?

g. alat Bukti Petunjuk (al-Qorinah)

Dalam hukum pembuktian disana Islam, alat bukti persangkaan sering

disebut al-Qorinah. al-Qorinah sendiri diambil dari kata Mugaramah yang berarti

Mussahhabah atau dalam bahasa indonesia artinya sebagai petunjuk atas suatu hal

%2 Basiq Dijalil, Peradilan Islam,(Ciputat: Amzah. 2011), h. 55.
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yang masih samar-samar. Dalam Jarimah zina Qarinahnya adalah timbulnya
kehamilan pada wanita yang belum memiliki suami atau tidak diketahui sang
suami. Pada Jarimah Khamr, garinahnya bisa dilihat dari bau mulut seorang yang
mengeluarkan bau minuman keras, selain mabuknya seorang dan muntahnya juga
seorang yang mabuk. Dalam hukum pidana Islam al-Qorinah terbagi menjadi dua
yaitu:
1) al-Qorinah Qamuniyyah yaitu al-Qorinah yang sudah ditetapkan oleh
peraturan atau umdang-undang.
2) al-Qorinah. al-Qodaiyyah yaitu merupakan kesimpulan hakim setelah
memeriksa suatu perkara dalam pengadilan.®
h. alat Buktt Tulisan (al-Bayyinah Khatiyyah)
alat bukti tulisan merupakan sebuah alat bukti yang tertuang di dalam
kertas dan di dalam nya terdapat tanda-tanda baca yang berisikan curhatan, isi
hati, ide ataupun gagasan.®*
Adapun dasar penggunaan alat bukti tulisan sebagaimana yang disebutkan
dalam Al-Qur’an Allah berfirman Q.S al-Bagarah/2: 283.
S ol 358 Vang 0k ol 06 Bt a3 GBI 5 i e a2 0
YAY 2 il ‘&5;"‘ S “gwuﬁjugﬁm\r&v fdjméﬁjiﬁu@
Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang
pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika
sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai
itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena
siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.3

33 Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 88.

34 Asadullah al-Farug, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: Pestaka Yudistira, 2009),
h. 77.

35 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 49.
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Sedangkan mengenai macam-macam alat bukti tulisan menurut Ibnu

Qayyim al-Jauziah ada tiga bentuk diantaranya:
1) alat bukti tulisan yang menurut penilian hakim terdapat keterangan yang
bisa digunakan hakim untuk dasar pemutusan perkara.
2) Bukti tulisan yang dianggap oleh hakim tidak akan digunakan sebelumnya
dia atau sang peneliti mengingatnya kembali.
3) alat tulisan dianggap sah apabila ditemukan dokumannya atau arsip.3®
i. alat Bukti Keterangan Ahli.(al-khibrah)

Keterangan. ahli- dalam hukum pidana Islam disebut al-khibrah adalah
pendapat atau keterangan yang dikemukakan oleh setiap-orang yang memiliki
keahlian -tertentu” dalam bidangnya. Pendapat ahli digunakan-untuk memberikan
sebuah keterangan terhadap sesuatu yang masih simpangsiur atau ragu-ragu dalam
persidangan.®’ Hal ini dikarenakan unsur keragu-raguan atau syubhah merupakan
sebuah'hal yang dapat membebaskan hukuman bagi terdakwa Jarimah. Semisal
pada masa khalifah Umar bin Khattab, ada sebuah kasus yang diajukan ke sidang
pengadilan oleh Zibrigan Bin Bard terhadap penyair Hutara. Hal ini dikarenakan
Zibrigan Bin Bard menganggap bahwa syair yang dibuat penyair Hutara adalah
fitnah. Oleh karena yang diajukan ke pengadilan mengenai syair, maka majelis
hakim mengundang ahli syair lain untuk memberikan penjelasan dan memutuskan
perkara ini dengan keterangan ahli syair tersebut.3®

Adapun landasan alat bukti keterangan ahli (al-khibrah) sebagaiman yang

disebutkan di dalam Al-Qur’an Allah berfirman Q.S. Al-Nahl/16: 43.

3 Asadullah al-Farug, Hukum Acara Peradilan Islam, h. 78.
37 Asadullah al-Farug, Hukum Acara Peradilan Islam, h. 94.

38 Abu Muslim, “Menelusuri Penerapan Alat Bukti Di Pengadilan Dalam Peradilan Islam
(Bukti Igrar, Bukti Saksi, Bukti Surat, Bukti Sumpah Dan Qarinah)”, Official Website Of Abu
Muslim, http://abumuslimalbugisy.blogspot.com/2009/06/menelusuri-penerapan-alat-bukti-di.html
(23 April 2022).
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Terjemahnya:

Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-
laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-
orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*

D. Penyadapan Dalam Hukum Islam

Penyadapan merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mencari informasi dari orang lain
tanpa diketahui dengan -cara mendengarkan pembicaraan melalui jaringan
telekomunikasi, khususnya telepon yang sering. digynakan oleh banyak orang.
Sedangkan penyadapan menurut Black’s Law Dictionary memberi arti bahwa
penyadapan: Wiretapping, a From of Electronic Surreptitiously, listen to phon
calls yang memiliki arti bahwa penyadapan suatu cara untuk menguping
pembicaraan-seseorang secara elektronik, dimana tindakan yang dilakukan oleh
penegak hukum yang sudah mendapatkan izin atau perintah dari pengadilan
setempat,. dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau Lawfull
Interception, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon.*°
Sedangkan dalam kamus bahasa indonesia penyadapan berasal dari kata sadap,
menyadap, yang memiliki artimengambil air (getah) dari pohon dengan
menggorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap
memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang

lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.**

39 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 272.

40 Kristiani Dan Yopi Gunawan, Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di
Indonesia, (Bandung: Nusa Aulia, 2013), h. 182-183.

41 Daperteman Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2005) h. 975.
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Selain menggunakan alat komunikasi untuk mendapatkan informasi
rahasia, seringkali untuk mendapatkan sebuah informasi tidak jarang seorang
dikirim sebagai mata-mata atau yang sering disebut sebagai spionase. Kata
spionase sendiri berasal dari bahasa belanda yang memiliki makna memata-matai,
mencari keterangan dengan sengaja secara diam-diam untuk kepentingan musuh.
Sedangkan di dalam Islam penyadapan lebih dikenal dengan tajassus yang
merupakan sebuah kegiatan untuk menguping pembicaraan orang lain tanpa
sepengetahuannya.

Dalam bahasa arab penyadapan suara lebih dikenal dengan al-Tasannut
‘Ala mukalamati. al-Hatif (w5 238s Je £23) atau menguping panggilan
telepon yang termasuk dalam tindakan Tajassus. Pengertian-Tajassus secara
bahasa (i) — .oudi— .52 berasal dari Kata (3% — &) yang artinya
menelidiki_atau memata-matai. Sedangkan dalam kamus al-Munjid disebutkan
bahwa “al-Jasis adalah al-Lazi Yajassasié yaitu orang yang menyelidiki atau
memata-matai  berita kemudian menyebarkannya. Dari keterangan di atas
diketahui bahwa penyadapan atau tajassis merupakan sebuah kegiatan yang
bertujuan unjtuk mencari informasi yang berifat rahasia atau privasi seseorang
tanpa sepengetahuannya.*?

Kegiatan penyadapan, memata-matai atau tajassizs dalam hukum Islam
sangatlah dilarang karena akan berdampak menimbulkan pertengkaran sesama
ummat muslim, dikarenakan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi
yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang kurang percaya dengan orang

yang lain.

42 Ahmad Bin Mustfa al-Maragi, Tafsir al-Maragi, terj. Baharuddin Abu Bakar, dkk.,
Tafsir al-Maragz, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 225.
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Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan tajassis sebagaimana

disebutkan di dalam Al-Qur’an Allah berfirman Q.S al-Hujurat/49: 12.
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Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka (kecurigaan),
karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan jamganlah mencari-cari
keburukan orang lain. Adakah seorang diantara kalian yang suka memakan
daging saudaranya yang sudah mati?* Maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. Dan -bertakwalah kepada-Allah. Sesungguhnya Allah maha
penerima taubat lagi maha penyayang:+

Selain dari Al-Qur’an landasan hukum mengenai kegiatan tajassus, mata-

mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadis.
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Artinya:

Dari salamah bin al-akwa’, dari ayahnya, ia berkata; telah-datang seorang
mata-mata dari orang-orang musyrik kepada nabi saw. ‘dan ia sedang
dalam perjalanannya, kemudian ia duduk disisi para sahabatnya kemudian
ia pergi. Nabi saw. bersabda: “carilah dia dan bunuhlah!”. Salamah bin al-
akwa’ berkata: kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta
mengambil barang yang ada dibadannya, lalu beliau memberiku tambahan.
(H.R. Abu Dawiud).

landasan hukum mengenai Kegiatan rajassis, mata-mata atau penyadapan
juga terdapat dalam hadis yang lain.
O d\j&wu;@u’;”w—@“ﬂ;m\j@—@s&;@ 16 ot s
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43 Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 517.

4 Abi Dawid Sulaiman Bin al-Asy’as Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin ‘Amrii al-
Azdi al-Sijistani, Sunan Abi Dawiid, Juz 3 (Cet. I; Bairit: al-Maktabah al-°Asriyyah, 2009 M/1430
H), h. 290.
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami haran bin ‘abdillah, telah menceritakan
kepada kami hasyim bin al-gasim, telah menceritakan kepada kami
sulaiman yaitu sulaiman bin al-mugirah, dari sabit, dari anas, ia berkata:
“nabi saw. mengirim busaisah sebagai mata-mata untuk melihat apa yang
dilakukan kafilah abu sufyan”. (H.R. Abu Dawud).

Dari paparan di atas bahwa tajassus atau penyadapan dilarang oleh Islam,
hal ini karena perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi seseorang tanpa
meminta izin terlebih dahulu, bahkan para pelaku atau jasizs akan mendapatkan
hukuman berat salah satunya‘hukuman mati sebagai mana yang tercantum dalam
hadis di atas .

Akan : tetapi  kegiatan tajassis juga - diperbolehkan asalkan dengan
persyaratan.tertentu, misalnya untuk kepentingan al- ‘ami-Bil al-Ma’raf Wa al-
Nahyi Ani al-Mungkar, penegakan hukum dan ada al-Galabatuz al-Zan (dugaan
yang kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang

lain.46

4 Abi Dawid Sulaiman Bin al-Asy’as Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin ‘Amrii al-
Azdi al-Sijistani, Sunan Abi Dawiid, Juz 3, h. 259.

46 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishah Pesan, Kesan Dan Kesaksian Al-Quran, (Jakarta:
Lentera Hati, 2003), h. 225.



BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT
BUKTI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Landasan Hukum Alat Bukti Elektronik (Rekaman Suara) Dalam Fikih
Jiayah

Seperti yang diketahui bahwa Hukum Islam bertujuan untuk memenuhi
kepentingan kebahagian, kesejahteraan dan.keselamatan hidup di dunia dan di
akhirat. Dalam hal ini, rekaman suara bisa menjadi dalah ‘satu alat untuk tujuan
Hukum Islam tersebut, karena rekaman suara dapat merekam dengan resolusi
suara yang baik. Dalam hal ini apabila seseorang dituduh melakukan tindak
pidana makadiperlukan pembuktian secara adil.

Oleh sebab itu, rekaman suara dapat berperan sebagai suatu petunjuk
apakah “terdapat suatu tidak pidana, namun sebagai petunjuk- sendiri harus
ditentukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana mengenai apakah bisa atau tidak
menjadi petunjuk di dalam persidangan menurut hukum acara pidana. Meskipun
demikian, alat bukti rekaman suara harus diteliti lebih dahulu apakah terdapat
rekayasa di dalam rekaman suara tersebut agar bisa digunakan menjadi bukti
yang sah dalam proses pembuktian di persidangan sebagaimana penelitian
terdahulu jelaskan. Sedangkan penggunaan rekaman suara dapat dijelaskan di
dalam proses pembuktian Fikih Jinayah yaitu merupakan sesutu hal yang sangat
penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna
mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan (al-Bayyinah) adalah
sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar)
didepan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang

dapat
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dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak
kepadapemiliknya.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang
harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa pidana. Hal ini karena dalam
penyelesaian sengketa pidana terdapat kemaslahatan serta akan menolak
kemudharatan, karena dengan pembuktian menghindarkan seseorang yang tidak
bersalah dihukum, hal ini sesuai dengan kaidah Fikih Jinazyah:

Artinya:

Hukuman had batal jika terdapat syubhat.

Bukti -~ dalam kaidah Hukum Acara menurut syariat Islam dalam
pembuktian inilah yang digunakan sebagai Hujjah (alasan hukum) berdampak
kepada-terkena atau tidaknya hukuman, serta dalam menghindarkan dalam
perkara syubhat, alat bukti dan barang bukti dalam hukum Islam tidak memiliki
perbedaan karena dalam hukum Islam segala sesuatu yang menerangkan dan
menjelaskan yang Haq (kebenaran) ialah al-bayyinah sebagai pembuktian.
Mengenai alat bukti rekaman suara seperti yang telah diketahui bahwa di dalam
hukum acara pidana ditindak pidana umum dijadikan sebagai petunjuk yang harus
dipersesuaikan dengan alat bukti lain, sedangkan di dalam tindak pidana khusus
rekaman suara dijadikan sebagai alat bukti elektronik.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam penggunaan alat bukti rekaman
suara belum pernah digunakan, hal ini dikarenakan perkembangan zaman dan

modus-modus kejahatan yang sangat berbeda jauh dengan masa sekarang, akan

!Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Qawaid al-Fighiyyah Wa Tatbigatiha Fi al-Mazahib
al-Arba’ah, Juz 2 (Cet. I, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 706.
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tetapi jika diteliti lebih lanjut maka rekaman suara memiliki kedudukan sebagai
alat bukti diantara lain:
1. Alat bukti pengakuan (al-Igrar)

Alat bukti pengakuan di dalam hukum pidana Islam atau yang sering
disebut sebagai al-lgrar ialah menentapkan atau pengakuan pihak terdakwa
bahwa apa yang dituduhkan korbanya mengenai suatu tindak pidana adalah benar.
Alat bukti pengakuan yang diucapkan oleh terdakwa bisa menjadi sebuah
landasan hukum untuk menjatuhkan putusan tanpa memerlukan alat bukti lainnya.
Salah satu syarat pengakuan adalah, bahwa pengakuan itu. diucapkan oleh sang
terdakwa dan terdakwa haruslah dalam keadaan berakal, bafigh, tidak mendapat
paksaan dan tidak dalam pengampunan. Pengakuan yang diucapkan oleh tedakwa
hanya berlaku untuk dirinya sendiri.?

Adapun landasan hukumnya dalam Al-Qur’an Q.S. surah-al-Nisa’/5: 135
3 AT g o L e s Baiigh el s i 0 G e
G OIS D605l 31 Bl iy s O s s oi6 Lo L6 8 51 G2 2%
.Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan
saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri,
ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian)
kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka,
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari
kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling
(enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mabhateliti terhadap segala
apa yang kamu kerjakan.?

2Asadulloh Al-Farug, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: Pustaka Yudistira, 2009),
h. 80.

3Kementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba,
2020), h. 100.
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Sedangkan rekaman suara yang diputar dalam persidangan memiliki
kesamaan dengan alat bukti pengakuan atau al-igrar hal ini dikarenakan, pada
saat hasil penyadapan diputar dalam persidangan disini terdakwa mengakui
perbuatannya, meskipun pengakuannya diucapkan lewat rekaman suara pada saat
terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Alat bukti keterangan ahli (al-khibrah)

Alat bukti keterangan ahli merupakan keterangan setiap orang yang
memiliki kemampuan khusus.dibidangnya dan disini_majelis -hakim atau pihak
yang bersengketa memanggilnya untuk memberikan sebuah penjelasan suatau
keterangan yang.masih samar-samar yang terjadi dalam persidangan. Bedanya
dengan Kketerangan saksi adalah, jika saksi merupakan wsetiap orang Yyang
mengetahui, mendengar dan mengalami kejadian tersebut sedangkan seorang ahli
tidak mengalami kejadian tersebut, tapi dia dipanggil lantaran keilmuannya untuk
mejelaskan hal yang samar-samar-di persidangan. Hal ini dikarenakan untuk
menghindari kesamar-samaran sebuah kasus agar menjadi terang.

Adapun- landasan hukum keterangan ahli terdapat di dalam Al-Qur’an
surah Q.S. Al-Nahl/16: 43.

Y Obsai ¥ G G 20 W GRS 1l i sy ) s 2 Ui g
Terjemahnya:

Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-
laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-
orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.®

Sedangkan kaitannya dengan hasil penyadapan yang digunakan sebagai

sebuah alat bukti dalam persidangan, majelis hakim atau para orang yang

4Anshoruddin, Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.

SKementrian Agama, Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 272.
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besengketa bisa memanggil seorang ahli untuk menjelaskan mengenai hal
rekaman suara yang masih ada kesamar-samaran, yang putar di pengadilan. Jika
terjadi kesamar-samaran dalam hasil rekaman suara yang berakibat nantinya
majelis hakim akan mengalami sebuah kesulitan untuk membentuk sebuah
kenyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana. Karena keyakinan
hakim akan menjadi dasar untuk membentuk keputusan suatu sengketa di
pengadilan.
3. Alat Bukti Petunjuk (Qarinah)

Qarinah secara bahasa berati sebuah petunjuk, sedangkan secara istilah
tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim-dalam .menangani sebuah
kasus. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa garinah diartikan sebagai
setiap tanda yang jelas yang menyetai sesuatau yang samar-samar, sehingga tanda
tersebut-menunjukkan kepadanya.®

Sedangkan rekaman suara-yang-digunakan sebagai  alat ‘bukti dalam
persidangan memiliki kesamaan dengan alat bukti pentunjuk hal ini dikarenakan
hasil penyadapan vyang diputar dalam persidangan kasus korupsi akan
memberikan titik terang atau tanda-tanda yang dapat menimbulkan kenyakinan
hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar adanya.
Karena kenyakinan majelis hakim merupakan sebuah dasar untuk memberikan
putusan hukuman kepada terdakwa.

Hal ini tidak berbeda dengan hukum Islam bahwa rekaman suara dijadikan
sebagai petunjuk. Menurut pandangan Muhammad al-Zuhaili, Qarinah
mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknoligi. Contoh-contoh Qarinah antara lain: analisa, sidik

5Ahmad Wardi Muslim, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figih jinayah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 244.
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jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti video, sidik jari
genetis, DNA dan lain-lain. al-Zuhaili berpendapat bahwa Qarinah hanya sebagai
sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas,
atau ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan
demikian, Qarinah selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk
lebih  memperkuat dan meyakinkan. Hal ‘ini tidak  terlepas dari kurang
meyakinkannya rekaman suara. Sedangkan dalam ‘memvonis sebuah kasus
apaklagi dalam kasus pidana-harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan.’

Al-Qarain atau Qarinah diambil dalam. Kkata Mugaranah (pernyataan).
Dalam Thurig al-Qadla petunjuk bisa kuat atau lemah,-dan-bisa ketingkatan pasti.
Ukuran -dalam -menetapkannya ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan
kebijakan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan
hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijzihad. Al-
majalah al-Adliyyah mempergunakan Qarinah sebagai bukti. Berbeda dengan al-
Zuhaili, Tbnu Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian
definis bayyinah. Qarinah atau rekaman suara menurut lbnu Qayyim dapat
dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus perdata maupun pidana. Ibnu
Qayyim lebih lanjut menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan Qarinah sebagai
alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan
yang sangat fatal.®

Penggunaan alat bukti Qarinah itu sendiri dikemukakan dalam Al-Qur’an,
dalam kisah nabi yusuf as. dengan putri Zulaikha tentang bagaimana alat bukti

petunjuk berperan untuk membuktiakan dakwaan berbuat tidak senonoh yang

"Hasyim Usman, Teori Pembuktian Menurut Figih Jinayah Islam, (Yogyakarta: Andi
Offset, 1981), h. 51.

8lbnu Qayyim al-Juziyyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Cet. Il; Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007), h. 79.
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dituduhkan Zulaikha kepada yusuf as. Dalam hal ini yang menjadi petunjuk
adalah sobekan baju dibagian punggung Yusuf as. dalam suatu sengketa anak
antara dua orang ibu yang sama-sama mengaku bahwa anak tersebut adalah
miliknya. Kemudian kasus ini dibawa kepada Nabi Daud as. dan kemudian Nabi
Daud as. memutuskan anak itu untuk yang lebih tua. Nabi Sualaiman yang hadir
pada saat itu meminta sebilah pisau dan mengatakan akan mebelah anak tersebut
menjadi dua. Melihat hal itu ibu 'yang lebih muda memilih membiarkan anak
tersebut diberikan kepada yang lebih tua: Melihat hal ini kemudian anak itu
diputuskan milik yang lebih muda. Dalam hal _ini. yang. menjadi grinah dan
menjadi bukti kebohngan adalah teganya seorang ibu akan kematian anaknya,
padahal sebelumnya mereka bersengketa tentang hak siapa anak tersebut. Anak
yang disengketakan tersebut diberikan oleh Nabi® Aulaiman _as. ‘kepda ibu yang
lebih muda karena sikapnya yang menunjukkan bahwa dialah-ibu yang berhak
terhadap anak itu.

Keberadaan alat bukti Qarinah itu sendiri sering dilalaikan oleh pihak-
pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan. Dari paparan di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam menyikapi landasan hukum mengenai rekaman suara
sebagai alat bukti di dalam Fikih Jinayah, rekaman suara dapat dijadikan alat
bukti pendukung yaitu sebagai petunjuk yang menguatkan bukti lain, serta dengan
pengertian kata bayyinah yang bermakna bukti memiliki medan makna yang
sangat luas bukan hanya manusia sebagai saksi atau alat bukti. Namun juga
bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau
tindakan. Serta penggunaan rekaman suara juga harus diteliti oleh para ahli

apakah terdapat rekayasa atau tidak agar bisa menjadi petunjuk.
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B. Kedudukan Bukti Elektronik (Rekaman Suara) Menurut Pandangan
Hukum Islam

Secara global hukum Islam dibentuk dengan tujuan untuk menjamin dan
kemaslahatan manusia. Untuk merealisir kemaslahatan tersebut Islam memiliki
dua sumber hukum pokok berupa nash Al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua sumber
hukum Islam ini sesungguhnya memuat prinsip dan aturan hidup yang
konprenshif dan berlaku secara universal. Tetapi dengan berjalannya waktu dan
berkembangnya ilmu pengetahuan itu berpengaruh-dengan tataran praktis hukum
Islam. Maka dari.itu, dengan adanya perubahan tersebut, Islam harus mulai
menyesuaikan “diri dengan kondisi zaman. Dengan adanya perubahan tersebut
hukum Islam- membuka peluang untuk memperbaharui aturan, tetapi dengan
syarat bahwa pembaharuan tersebut tidak keluar dari aturan nash Al-Qur’an dan
al-Sunnah.

Pembaharuan tersebut yang terpenting bertujuan untuk 'menciptakan
kemaslahatan ummat manusia. Upaya pembaharuan tersebut pernah dilakukan
oleh Umar bin Khattab ra. beliau pernah mengadakan penyimpangan terhadap
asas legalitas di dalam hukum potong tangan pada masa penceklik. Umar ra.
bukan bermaksud untuk menghianati hukum Allah swt.. melainkan semanagat
untuk menangkap ruh-ruh syari’at Islam dengan pemahaman kontekstual. Hal
yang sama juga pernah dilakukan oleh nabi Muhammad saw. beliau tidak
menghukum orang yang bersalah secara absolute (litterlijk), melainkan lebih
bersifat kondisiona.®

Dalam proses peradilan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara

harus benar-benar menjungjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa

®Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta:
Cakrawala, 2006), h. 93-95.
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dipertanggung jawabkan secara hukum. Alat bukti sendiri merupakan unsur
penting di dalam pembuktian persidangan. Karena hakim menggunakannya
sebagai bahan pertimbangan untuk memutus sebuah perkara. Alat bukti sendiri
adalah alat atau upaya yang diajukan pihak yang berperkara yang digunakan
hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Sedangkan dari pihak berperkara
alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di
muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa
perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang.bisa digunakan hakim untuk
memutus perkara.'©

Perkembangan teknologi yang terjadi dalam ~masyarakat saat ini
mengharuskan terjadinya perubahan dalam tatanan sistem hukum pidana, baik
hukum Islam maupun hukum positif. Guna® memberikan “respon tututan
masyarakat saat ini, termasuk mengenai kedudukan rekaman suara sebagai alat
bukti. Dalam hukum Islam sendiri-yang-dapat dijadikan alat bukti dalam tindak
pidana hanya ada tiga yaitu pengakuan (igrar), kesaksian (syahdadah) dan
petunjuk (Qarinah). Dari beberapa alat bukti tersebut yang menjadi pokok
bahasan dalam skripsi ini adalah alat bukti Qarinah. Orang biasa menyebutnya
alat bukti Qarinah dalam persangkaan (vermoeden) atau dalam lingkungan
peradilan .umum disebut dengan petunjuk-petunjuk (aanwijzingen), sedangkan
Hasbi As-Shiddieqy mengartikan garrinah sebagai tanda-tanda yang dapat
menimbulkan keyakinan.**

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa Qarinah hanya sebagai sarana

pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau

0Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.

1Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan Hukum Acara, (Bandung: Al-Ma’arif, t.t.), h. 134.
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ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian,
Qarinah selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih
memperkuat dan meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya
rekaman suara. Sedangkan dalam menvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus
pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan.

Al-Qarain atau Qarinah diambil dalam kata Mugaranah (pernyataan).
Dalam Thurig al-Qadla petunjuk bisa kuat atau lemah, dan bisa ketingkatan pasti.
Ukuran dalam menetapkannya ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan
kebijakan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan
hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Al-
majalah al-Adliyyah mempergunakan Qarinah sebagai bukti. Berbeda dengan al-
Zuhaili, Tbnu Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian
definis -bayytnah. Qarinah atau rekaman suara menurut Ibnu Qayyim dapat
dijadikan sebagai alat bukti dalam-berbagal kasus perdata maupun pidana. Lebih
lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan Qarinah sebagai
alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan
yang fatal.'?

Jika dilihat dari macam-macam- alat bukti yang termasuk dalam alat bukti
dalam kasus tindak pidana korupsi, audio visual seperti rekaman suara dapat
digiyaskan dalam  alat bukti Qarinah. Disini yang digunakan adalah Qiyas
Musawi, yaitu Qiyas hukum yang ditetapkan pada furu’ sebanding dengan hukum
yang ditetapkan pada asal. Sesuai dengan giyas itu, rekaman suara ini mempunyai
‘illat hukum yang sama dengan Qarinah, yaitu sama-sama membaca petunjuk-

petunjuk atau tanda-tanda. Hanya saja rekaman suara lebih bersifat spesifik yakni

21bnu Qayyim al-Juziyyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007), h. 79.
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membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator dalam rekaman-rakaman.
Alat bukti Qarinah sendiri dalam tindak pidana korupsi dapat dijadikan bukti
petunjuk. Dengan adanya audio visual atau rekaman suara, bisa dijadikan bukti
yang kuat setelah melalui proses pemeriksaan. Pada proses selanjutnya alat bukti
keterangan ahli (al-khibrah) untuk memeriksa audio visual atau rekaman suara
tersebut tentunya diperlukan seorang ahli telematika yang bisa memeriksa apakah
rekaman suara tersebut tidak direkayasa. Meskipun Qarinah merupakan alat bukti
namun tidak semua Qarinah- dapat dijadikan alat bukti. Qarinah yang dapat
dijadikan alat bukti yaitu Qarinah tersebut harus jelas'dan.meyakinkan sehingga
tidak bisa dibantah oleh manusia normal yang berakal. Kriteria lainnya adalah
semua Qarinah menurut undang-undang dilingkungan peradilan sepanjang tidak
jelas-jelas. bertentangan dengan hukum Islam. Qarinah- Qarinah yang demikian
merupakan Qarinah wadihah saja, tanpa didukung oleh bukti lainnya.*

Dalam Al-Qur’an sendiri terdapat kisah pembuktian dengan menggunakan
alat bukti-Qarinah. Allah berfirman dalam Q.S. Yusuf/12: 26-29.
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Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, “dia yang menggodaku dan merayu diriku.” Seorang
memberikan saksi dari keluarga prempuan itu memberikan kesaksian,
“jika baju gamisnya koyak bagian depan, maka perempuan itu benar, dan
dia (yusuf) termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamisnya koyak
dibagian belakang, maka perempuan itu berdusta, dan dia (yusuf) termasuk
orang yang benar. Maka ketika dia (suami perempuan itu) melihat baju
gamisnya (yusuf) koyak bagian belakang, dia berkata, “sesungguhnya ini
adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai yusuf!

BRoihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Cet. Ill; Jakarta: PT Raja
Grafindo, 1994), h. 175-176.
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“lupakanlah ini, dan (istriku) mohonlah apunan atas dosa-dosamu, karena
engkau termasuk orang yang bersalah.”4

Dari kisah di atas menceritakan tentang Nabi Yusuf as. yang difitnah oleh
Zulaikha melakukan perbuatan tidak senonoh dengannya saat suaminya pergi.
Dalam riwayat dijelaskan bagaimana kebohongan Zulaikha dibuktikan dengan
Qarinah mempunyai peran yang sangat penting dalam tindak pidana, dimana
petunjuk yang ada bisa diposisikan sama dengan kesaksian karena memberikan
indikasi yang kuat. Ibnu Qayyim pernah mengungkapkan bahwa Qarinah sebagai
alat bukti sama kedudukannya dengan saksi.*®

Pembuktian menggunakan audio visual™ adalah salah satu langkah
merespon perkembangan zaman, dimana format Qarinah telah termaktub dalam
Al-Qur’an dan Al-Sunnah dapat diaktualisasikan agar bersifat responsive terhadap
perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih:

16, o8 fa G a5 < Y
Artinya:

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Kaidah Usul Fikih tersebut mengindikasikan bahwa setiap perubahan
masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan masa itu.. Hal ini
mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan
pada kemaslahatan itu. Karena bagaimanapun juga hukum mampu

mengakomodasi problematika seiring dengan perkembangan zaman.

14Kementrian Agama, Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya, h. 238.
SMuhammad Salam Madkur, Al-Qada Fil Islam, (Surabaya: PT Bina IImu, 1993), h. 121.

®Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, Al-Qawaid Al-Fighiyyah Wa Tatbigatiha Fi Al-
Mazahib Al-Arba’ah, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 353.
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C. Analisis Tentang Alat Bukti Elektronik (Rekaman Suara)

Dalam menyikapi perihal tentang suatu media elektronik dapat dijadikan
alat bukti adalah suatu hal yang mutlak adanya, bahwa bukti elektronik atau
visualisasi yang berisi rekaman suara tersebut haruslah terlihat sama seperti apa
yang telah diklaim atau dikatakan. Keaslian mengenai rekaman suara khususnya
dalam tindak pidana korupsi tentunya ini bisa dijadikan alat bukti yang kuat
namun ‘harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi terlebih dahulu yaitu
apakah hasil rekaman suara itu _benar-benar asli atau.hasil rekayasa. Oleh karena
itu, untuk mengetahui hal yersebut disini diperlukan orang yang ahli dalam bidang
telematika.

Alat bukti elektronik itu sama halnya dengan bukti nyata (real avidence)
walaupun-dengan itu harus melalui proses pemeriksaan dan_identifikasi terlebih
dahulu -apakah rekaman tersebut memang bukan hasil rekayasa. Kemudian
diperkuat lagi yaitu dengan cara -memperdengarkan para saksi,. mendengarkan
keterangan ahli dan menunjukkan rekaman suara atau alat bukti elektronik yang
lain. Hinnga bukti itu sah kebenarannya, dan sah dijadikan alat bukti berupa
media elektronik.

Setelah mengetahui bagaimana alat bukti elektronik dalam pandangan
hukum positif yang sudah mengukuhkan bahwa ternyata alat bukti elektronik itu
sudah ditetapkan sebagai alat bukti yang nyata atau alat bukti yang sah di
persidingan. Menyikapi kedudukan alat bukti elektronik maupun rekaman suara
sendiri dalam hukum pidana Indonesia telah diperkuat dalam undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pasal

5 ayat (1) dan (2) yaitu:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetakannya merupakan alat bukti yang sah
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Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaiman yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat
bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.t’

Dengan demikian melihat pasal di atas rekaman suara bisa dijadikan alat
bukti yang sah. Kemudian RUU-KUHAP juga dirancangkan akan diakomodirnya
pengaturan alat elektronik sebagai ala bukti dalam persidangan pidana. Menurut
pasal 175 RUU-KUHAP ayat (1) alat bukti yang sah mencakup; a) barang bukti;
b) surat-surat; c) bukti elektronik; d) keterangan seorang ahli; €) keterangan
seorang saksi; f) keterangan terdakwa; dan g) pengamatan hakim.® Klasifikasi
mengenai alat bukti-elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah
ditentukan muatannya dalam undang-undang ITE. Menurut-penjelasan pasal 175
ayat (1) huruf.c RUU-KUHAP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah
informasi yang' diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpulkansecara elektronik
dengan alat-optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap-rekaman data atau
informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan
dengan-atau tanpa bantuan suatu saran baik terekam secara elektronik yang berupa
tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau-perforasi yang
memiliki-makna.

Rekaman suara memiliki kelebihan dalam memberikan petunjuk karena di
dalam nnya terdapat teknologi yang dapat digunakan untuk merekam semua
kejadian-kejadian baik hal terkecil sekalipun. Tak seperti ingatan manusia yang
dapat berubah-ubah memberikan keterangan dengan kondisi ingatan dan situasi
kondisi tertentu dibawah tekanan mental dan fisik. Pengertian petunjuk

sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa:

"Republik Indonesia,Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 5.

18Republik Indonesia, RUU-KUHAP Pasal 175 Ayat (1) Tentang Pembuktian Dan
Putusan, h. 59.
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“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya,
baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”
Sedangkan menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian petunjuk dengan
menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari
suatu perbuatan, kejadian atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai
“persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai
persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan-dari isyarat yang bersesuaian
tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan
terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Berdasatkan pengertian
petunjuk.yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, apabila dikaitkan dengan
rekaman suara bisa menjadi petunjuk apabila memiliki persesuaian dengan bukti
yang lain. Rekaman suara dapat memperdengarkan dan -menghubungkan
keterangan yang ada sehingga timbul suatu kenyataan melalui hasil rekaman yang
bisa. memperkuat bukti lain misalnya, keterangan saksi bisa dibenarkan melalui
rekman suara tersebut.®

Dalam proses peradilan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara
harus benar-benar menjungjung. tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa
dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt..
Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 58.

£

P €, % o 24 % &,@ 5 < z ,% ~ P
G &1 &) J3al 1322 of LT 5 Ja8s 1505 WAl ) ot

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

1Syaibatul Hamidi, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana,” Jurnal limu
Hukum 1, No. 4 (2013): h. 7.
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antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya ke(!oadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.?

Seorang hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga dalam
memberikan putusan tidak akan ada sebuah kesalahan dan benar benar
memberikan suatu putusan yang adil. Dari ketiga konsep di atas maka peneliti
beranggapan dengan dalil-dalil yang telah diperkuat dalam bab-bab sebelumnya,
bahwa ternyata tiga alat bukti tersebut secara dan meyakinkan untuk bisa diterima
khususnya dalam tindak. pidana korupsi. Menyikapi kedudukan rekaman suara
dalam Hukum Islam-dapat dijadikan alat bukti pendukung, yaitu sebagai petunjuk
yang menguatkan . bukti lain. Serta dengan ‘pengertian kata Bayyinah yang
bermakna bukti-memiliki medan makna yang sangat luas, bukan hanya manusia
sebagai saksi atau alat bukti. Namun juga bermakna segala sesuatu yang bisa
menunjukan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan. Dalam hal ini, penggunaan
rekaman suara juga harus diteliti oleh ahli apakah terdapat rekayasa atau tidak,
agar bisa ‘menjadi petunjuk. Bukti yang harus diteliti secara . mendetail ini
tercantumkan dalam Al-Qur’an, Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49: 6.
st

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.?

20Kementrian Agama, Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya, h. 87.

2lKementrian Agama, Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya, h. 516.



BAB V

PENUTUP

A. Keismpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pembuktian dalam pidana Islam diketahui dari definisi dan
macam-macam. alat bukti. Alat._bukti- tersebut ~adalah syahadah
(persaksian), yamin (sumpah), igrar (pengakuan) dan garinah (tanda atau
petunjuk)..Maka dalam membuktikan sebuah kasus tindak pidana yang
dilakukan oleh penggugat harus dibuktikan dengan salah satu dari alat-alat
bukti-yang disebutkan menurut urutan paling kuat untuk -membuktikan
kasus yang terjadi.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap rekaman suara sebagai alat bukti dalam
kasus -tindak pidana bisa diterima. Akan tetapi guna .menghindari
terjadinya kesalahan dalam menghukum serta menghindari hal yang
syubhat (keragu-raguan), maka rekaman suara harus diperiksa keotentikan
atau keasliannya oleh para ahli, menanyakan kepada terdakwa dan saksi
untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena untuk dapat
dijadikan alat bukti petunjuk dalam peradilan, rekaman suara harus
mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi,
surat, maupun pengakuan terdakwa. Jika sebuah rekaman suara tidak
berkaitan dengan seluruh alat bukti yang ada dan tidak memenuhi syarat
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka rekaman suara
tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Rekaman suara dapat

menjadi alat bukti apabila sebuah rekaman suara dapat diakses,
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didengar, dipertanggung jawabkan, dijamin keutuhannya dan dapat
menerangkan sebuah keadaan. Maka apabila salah satu dari lima syarat
tidak terprnuhi, maka rekaman suara tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti dalam peradilan. Pembuktian dengan rekaman suara memang tidak
tercantum secara langsung dalam alat bukti dalam hukum Islam yang
terdiri dari syahadah (persaksian), yamin (sumpabh), igrar (pengakuan) dan
garmah (tanda atau petunjuk), akan tetapi hukum Islam bersifat dinamis
sesuai dengan tempat-dan waktu sehingga.alat bukti rekaman suara bisa
digiyaskan dengan-alat bukti petunjuk (garznah).
B. Saran

1. Sangat diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan-acuan untuk para
penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum dengan hukum Islam.
Khususnya di Indonesia, dan pada penjelasan skripsi ini-bisa menjadikan
para penegak hukum untuk-bisa menyelesaikan segala jenis tindak pidana
yang terjadi di negara ini dengan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia.

2. -Untuk para hakim yang menyidangkan kasus tindak pidana janganlah
kalian takut memberi vonis yang berat bagi pelaku tindak pidana, tidak
memandang status sosial sang pelaku karena semua orang sama di depan
hukum, jika alat bukti sudah mencukupi untuk memvonis, maka vonislah

sesuai dengan kejahatan tindak pidana yang dilakukan.
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